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KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah limpahan
rahmatnya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat disusun. Secara keseluruhan,
naskah akademis ini merekomendasikan perlunya penyusunan Perda
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Naskah akademik
penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun
berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Tujuandibuatnaskahakademikrancanganperaturandaerahada
lahsebagailandasanilmiahbagipenyusunanRancanganPeraturanDaerahya
ngberguna untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi
penyusunanPeraturan Daerah. Selain itu, Naskah Akademik dapat
digunakan sebagai
bahanmasukanbagipembuatrancanganPeraturanDaerahdandapatberguna
bagipihak-pihakyangberkepentingan. Naskah akademik Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang PDRD ini disusun berdasarkan



sistematika dan metodologi sesuai ketentuan yang berlaku.

Harapan besar melalui Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRD dapat menjadi formulasi
yang tepat untuk melakukan pemungutan PDRD. Semoga Naskah
Akademis Raperda PDRD memberi gambaran akhir mengenai
implementasi pemungutan PDRD  dan mendapat masukan guna
perbaikan selanjutnya.

Namun tentunya rancangan peraturanyang ada
belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum
apabilatidak didukung dengan adanya jaminan atas penagakan
hukum yangmaksimal. Demikian pengantar Naskah Akademik
Rancangan PeraturanDaerahKabupaten
PatiTentangPajakDaerahDanRetribusiDaerah ini kami susun
dan apabila terdapat kekurangan kami mintamaafsebesar-

besarnya.

Pati, Januari 2022

Tim Penyusun
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-
tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan  kepada  masyarakat. Untuk  menyelenggarakan
pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan
kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan
sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa
penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain
yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan
demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus
didasarkan pada Undang-Undang.

Pencapaian kesejahteraan rakyat akan berjalan secara
efektif dan efisien jika dalam pelaksanaan desentralisasi ada
sebagian kewenangannya yang diserahkan kepada pemerintah
daerah. Hal ini karena secara geografis dan demografis, pemerintah

daerah lebih dekat dengan rakyatnya serta lebih mengetahui
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keinginan dan kebutuhan rakyatnya. Secara politik, desentralisasi
merupakan bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Pemerintah akan lebih dekat dengan
masyarakat dan kehadirannya dirasakan ketika masyarakat dilibatkan
dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan
dan pemerintahan. Secara sosial, desentralisasi diyakini akan mampu
memotivasi kemandirian masyarakat dalam memfungsikan pranata
sosial (social capital) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang
mereka hadapi. Secara ekonomi, desentralisasi dipandang mempu
menumbuhkan inovasi masyarakat dan mendorong motivasi
masyarakat untuk lebih produktif serta dapat mencegah eksploitasi
pusat terhadap daerah. Secara administratif, desentralisasi akan
mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan
perencanaan, pengorganisasian, meningkatkan akuntabilitas atau
pertanggungjawaban publik (Chalid, 2005).

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan
otonomi yang nyata salah satunya vyaitu kewenangan membuat
Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak
otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah. Perda juga merupakan salah
satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Abdullah,
2007). Perda dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah,
artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah
Daerah (Widjaja, 2009). Selain itu, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan
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kewenangan Kepala Daerah, salah satunya adalah mngajukan
rancangan perda dan menetapkan Perda setelah mendapat
persetujuan bersama DPRD. Perda yang dihasilkan harus sesuai
dengan regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu
berdasarkan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang No.
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.
12 Tahun 2011 tentang Pembentuhan Peraturan Perundang-
undangan maupun Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam
aturan perundang-undangan tersebut, yang dimaksud Peraturan
Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam
perumusan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau
keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penjelasan atau keterangan
dan/atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rancangan Perda. Naskah akademik disusun dalam
rangka memberikan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif
mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi
muatan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah
tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis,

sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya
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penyusunan Rancangan Perda tersebut. Naskah akademik
merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil
penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah
tersebut dalam rancangan perda kabupaten/kota sebagai solusi
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat serta tidak
merugikan masyarakat ketika Perda tersebut dilaksanakan.
Masyarakat disini merupakan hal yang penting karena masyarakat
merupakan suatu kelompok yang terkena kebijakan yang ada pada
Perda tersebut. Oleh sebab itu, materi muatan yang dicantumkan
dalam Perda sesuai dengan kondisi permasalahan di dalam
masyarakat dan menampung kondisi lokal yang merupakan ciri
kekhususan daerah dengan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada saat ini dengan ditetapkannya Undang — Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD Perda — Perda yang mengatur
Pajak dan Retribusi rEtribusi selama ini akan direvisi. Merupakan
amanat dari undang — undang tersebut beberapa Perda yang
mengatur Pajak dan Retribusi akan diatur dalam satu Perda. Hal
tersebut dinyatakan pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang HKPD yang mengatur muatan Perda tentang Pajak dan
Retribusi bahwa “ Jenis Pajak dan Retribusi, Subyek Pajak dan Waijib
Pajak, Subyek Retribusi dan Wajib Retribusi, obyek pajak dan

retribusi , dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi,
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saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan
retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (
satu ) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di
daerah”. Sedangkan Peraturan pelaksanaan dari Undang — Undang
ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang — Undang ini

mulai berlaku.

IdentifikasiMasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,
identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana impliasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis, yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah?

3. Bagaimana substansi pengaturan/muatan materi Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
mencangkup jenis- jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang
meliputi obyek, subyek, dan tarif, serta ketentuan umum dan tata
cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam

menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
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Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah ?

C. TujuandanKegunaanPenyusunanNaskahAkademik
1. TujuanNaskah Akademik

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 mensyaratkan bahwa
setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Propinsi maupun
Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau
penjelasan dan/atau naskah akademik. Naskah Akademik adalah
naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil
penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan
masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang - Undang,
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan
demikian, naskah akademik berguna sebagai argumentasi,
pedoman dan arahan dalam menyusun peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan atas latar belakang dan identifikasi
masalah yang telah dipaparkan di atas dan untuk menyediakan
kajan ~ akademik yang secara imiah dan  dapat
dipertanggungjawabkan terkait dengan penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah pengganti beberapa Perda Pajak dan Retribusi

Daerah , maka tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah:

10
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a. Untuk memberikan diskripsi tentang bentuk/konstruksi dan
perumusan rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi
Daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

b. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar sesuai
dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pati dan sesuai
dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.

c. Untuk mengetahui substansi pengaturan muatan/materi
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang mencangkup jenis-jenis pajak daerah dan retribusi
daerah yang meliputi obyek, subyek dan tarif, serta ketentuan
umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah dalam menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah.

2. KegunaanNaskahAkademik
a. Untuk memberikan bahan masukan bagi penyusunan
rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan

retribusi daerah di Kabupaten Pati.

11
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b. menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan
kebijakan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

c. menjadi pedoman atau acuan dalam penyusunan Rancangan
Perda pengganti beberapa Peraturan Daerah yang mengatur
Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan pada pokok-pokok

materi muatan yang akan diubah.

D. MetodePenyusunan

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, sebelumnya dilakukan
penilitian terhadap objek terkait dengan substansi yang akan diatur
dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun. Suatu
penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik serta memperoleh
hasil yang diharapkan apabila ditentukan terlebih dahulu langkah-
langkah yang diambil dalam melakukan penelitian yang sering disebut
sebagai metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah
akademik adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif
dilakukan melalui studi dokumen atau literatur (data sekunder), yang
menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-
undangan atau dokumen hukum lainnya seperti UUD NRI Tahun 1945
dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah. Bahan hukum sekunder

diperoleh melalui hasil penelitian, hasil pengkajian, hasil seminar

12
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dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan

pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah, dan referensi lainnya.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan metode adalah sebagai berikut:

a. Diskusi terfokus (Focus Group Discussion) dengan melibatkan
akademisi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pati untuk mendapatkan masukan awal dalam
penyusunan Naskah Akademik guna penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Pengkajian terhadap konsep teoritis, asas/prinsip yang terkait
dengan penyusunan norma, praktik pengaturan pemungutan
Pajak dan Retribusi Daerah dan implikasi atas rancangan
peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

c. Studi Pustaka, Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan

proses penyusunan naskah akademik, mulai dari perencanaan,
pengumpulan data, dan analisis data, dengan data-data yang
akurat dari berbagai sumber kesahihan hasil studi dapat
dipertanggungjawabkan.
Bahan/data yang digunakan dalam studi ini adalah literatrur-
literatur yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi
daerah serta dokumen-dokumen yang diperlukan guna
mendukung penyusunan naskah akademik ini. Dalam studi
pustaka ini menghasilkan data sekunder.

d. Observasi dilakukan guna mendapatkan gambaran umum

mengenai permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan

13
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pajak daerah dan retribusi daerah. Data-data yang didapatkan
kemudian akan didokumentasikan dan digunakan sebagai bahan
untuk melakukan pengkajian dalam penyusunan rancangan-
rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

daerah.

14
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BABII

KAJIANTEORETISDANPRAKTIKEMPIRIS

A. Kajian Teoretis
1. PengertianPajak DaerahdanRetribusi Daerah
a. PengertianPajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dilakukan oleh individu atau
badan kepada daerah, dan dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
Prinsip  penyelenggaraan pemerintah  daerah  yakni
menggunakan asas desentralisasi (diselenggarakan secara
utuh dan dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota),
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (dilaksanakan di
daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa) (Sugianto,
2007). Pajak daerah bertujuan untuk menunjang penerimaan
pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut
masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah
daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Kurniawan
dan Purwanto, 2004). Bird dan Bahl (2008) menyatakan

bahwa syarat pajak daerah yang baik hanyalah yang mudah

15
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administrasinya secara lokal, dipaksakan hanya kepada
penduduk lokal saja, dan tidak menimbulkan kompetisi
antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun
antar pemerintah daerah itu sendiri. Selain itu, kewenangan
pemerintah daerah dalam pajak daerah dapat didefinisikan
dengan beberapa persyaratan, antara lain: pemerintah
daerah dapat menentukan apakah akan mengenakan pajak
atau tidak, dapat memutuskan basis pajak yang tepat, dapat
menetapkan tarif pajak, menilai pajak yang dikenakan pada
Wajib Pajak tertentu, mengelola pajak, serta mendapatkan
semua yang mereka kumpulkan.

Dalam konteks Daerah, secara umum dapat dikatakan
bahwapajak-
pajakyangdipungutolehPemerintahDaerah,karenaberdasarka
n kewenangan pungutan, jenis pajak dibagi dalam
pajakpungutanpusat danpajak Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28
Tahun2009tentangPajakDaerahdan Retribusi
DaerahdanPasallangka 21Undang-
UndangNomorlTahun2022tentangHubunganKeuanganantara
PemerintahPusatdanPemerintahanDaerahdinyatakanbahwap
ajakDaerah,yangselanjutnyadisebutpajakadalah kontribusi

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orangpribadi atau

16
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badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dandigunakanuntukkepentinganDaerahbagisebesar-
besarnyakemakmuranrakyat.

Sesuai ketentuan pasal 285 ayat (1) bahwa pajak
Daerahmerupakan bagian dari pendapatan asli Daerah yang
merupakansumberpendapatanDaerah.Berdasarkanketentuan
Pasal4ayat (2)Undang-
UndangNomorlTahun2022tentangHubunganKeuanganantara
PemerintahPusatdanPemerintahanDaerah,

bahwapajakyangdipungutolehnPemerintahKabupaten/Kotaterdi

riatas :

(@) PBB-P2
(b) BPHTB
(c) PBJT

(d) PajakReklame

(e) PAT

() PajakMBLB

(9) Pajak Sarang BurungWalet
(h) OpsenPKBdanBBNKB
PengertianRetribusiDaerah

Dalamsistempemerintahanyangbertingkatdimanamasi

ng-

17
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masingtingkatpemerintahanmemilikiotonomi,makapemberian
tanggungjawabkepadatingkatpemerintahanharusdiimbangide
nganpemberiankewenangandalampemungutandengansema
ngat otonomi pemerintah daerah berusaha selalu
meningkatkanpendapatan daerah dan sekaligus
meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat. Pendapatan
Daerah yang dipungut kepada
masyarakatdenganmemberikan pelayanan langsung
inidisebutretribusi.
DefinisiRetribusiDaerahberdasarkanPasallangka22
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
KeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahanDaerahdi
sebutkanbahwaRetribusiDaerahyangselanjutnyayangdisebut
retribusiadalahpungutanDaerahsebagaipembayaranatasjasa
ataupemberian izin tertentu sebagai pembayaran yang harus
disediakandari/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orangpribadi atau badan. Dari pengertian
tersebut dapat ditegaskan
bahwaretribusimerupakansalahsatujenispungutanyangdikena
kanpemerintahdaerahkepadamasyarakatdisampingpajak.Ret
ribusibersama-
samadenganpajakdigunakanolehpemerintahdaerahuntukme

mbiayaipenyelenggaraanpemerintahandanpelayanankepada
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masyarakat. Dengan kata lain, retribusi adalah harga
yangdibayarolehmasyarakatataspelayananataubarang/jasay
angdisediakanolehpemerintah.Berbedadenganpajak,retribusi
merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas
pelayananataukonsumsibarang/jasayangsecarakhususdisedi
akanbagimasyarakattersebut.

Untuk jenis pungutan retribusi, prestasi baliknya
langsung
dapatdirasakanolehperseoranganataubadanyangmembayara
rnya,artinyapelaksanaanretribusicenderungbersifatekonomis.
Jikaseseorangmenginginkanpelayanantertentudaripemerinta
h,misalnyauntukmendapatkanjasapelayananparkirditepijalan
umum atau di tempat khusus parkir yang dikelola oleh
pemerintahdaerah,merekaharusmembayarsejumlahtertentuk
epadapemerintah,karenajikatidakmembayarmerekatidakmem
punyaihak untuk menggunakannya. Dengan demikian, dalam
retribusi adakebebasan untukmelakukan pembayaran sesuai
dengan
ketentuanumumyangberlakuterhadapberbagaijasapelayanan
yangdisediakandan dikelola oleh pemerintahdaerah.

Ada berbagai alasan, mengapa pemerintah daerah
mengenakanretribusi terhadap beberapa jenis pelayanan

yang diberikan.
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Alasanutamayangselaludigunakanuntukmengenakanretribusi
adalahpertimbangan ekonomi. Perlunya efisiensipenyediaan
barang danjasa pemerintah karena terbatasnya sumber dana
dan dayayangtersedia.
Ada3(tiga)alasanlainmengapapemerintahdaerahmengen
akanretribusidaerah,yaitu :
Retribusidapatmemperbaikialokasisumberdayapemerintah
secarasignifikan;
Retribusi dapat menjadi lebih adil dibandingkan
denganperpajakandalamkondisitertentu;
Retribusidapatmembantupemerintahdaerahuntukmelakuk
andiversifikasisumber-sumberpenerimaan daerah.

Selanjutnya,jikaretribusidipungutsecaratepat,halterseb

utakanmemberikanbeberapa keuntungan,antaralain:

(@)

(b)

Retribusimemberikankepadakonsumensuatuinsetifuntukm
endapatkanpelayananpemerintahyangtepat.Karenaketerb
atasan dana, retribusi dapat menentukan pelayanan
yangdibutuhkanmasyarakatdanpemerintahakanmemberik
anperhatian yang lebih besar terhadap pelayanan yang
diinginkanolehmasyarakat;

Jika tidak terdapat subsidi yang berarti dari penerimaan
umumpemerintah,retribusidalambanyakhaldapatmemperb

aikialokasisumber-sumberswasta;
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(c) Retribusi biasanya mendukung penggunaan kapasitas yang
adasecaraefisiendandengandemikiandapatmengurangikeb
utuhanakan perluasanwilayah;dan

(d) Penerimaanyangdirencanakandariretribusidapatmenjadielem
en penting dalam memutuskan apakah perlu
mengadakanproyekbaru berkaitandengan
penyediaanpelayanan.

Berdasarkanalasantersebut,pemungutanretribusiyangdilakukan

oleh pemerintah daerah dapat dipahami dan diterima

olehmasyarakatsepanjangmemenuhikriteriayangditetapkandan
dilakukansesuaidengan peraturan perundang-undangan.

FungsiPajak

Negara sebagai suatu kelompok masyarakat yang
besar
danmempunyaikedaulatan,sertakewenanganuntukmengaturma
syarakatnya tentu mempunyai berbagai kepentingan yang
sangatkompleks. Guna mewujudkan kepentingan negara dalam
mengaturmasyarakatmakaharusdidukungolehparaindividuseba
gaianggotamasyarakat,termasukbeban-
bebanpembiayaanyangdiperlukan.Beban-
bebanpembiayaantersebutbersumberdaripenghasilan  negara
yang berasal dari pajak, kekayaan alam dansumber-sumber

penerimaan lainnya.
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Pajak yang merupakan salah satu sumber
penerimaan negara,sesuai dengan pengertian yang telah
disebutkan di atas mempunyaifungsi:

1. FungsiBudgetair (Anggaran)
Pajakmempunyaifungsisebagaialatatauinstrumenyangdigun
akan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya
kedalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih
diarahkansebagai instrumen untuk menarik dana dari
masyarakat
untukdimasukkankedalamkasnegara.Danadaripajakitulahya
ngkemudiandigunakansebagaipenopangbagipenyelenggara
ndan aktifitas pemerintahan. (Chidin  Ali, 1993
:15).DalamkonteksPemerintahDaerah,pajakdaerahjugame
mpunyaifungsibudgetair,justrupajakdaerahtersebutdipungut
sebanyak-
banyaknyauntukmemberikankonstribusikepadaAPBDyangdi
pergunakanuntukmembiayaipengeluaran-
pengeluarandaerah.

2. FungsiRegulerend(Mengatur)

Dalam fungsi ini pajak bukan semata-mata untuk
memasukkanuangsebanyak-
banyaknyakekasnegaramaupundaerah,melainkan dapat

juga digunakan sebagai alat untuk
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mencapaitujuantertentu.(RochmatSumitro,1992 : 2-
3)Dalamhalinipajakdigunakanuntukmengaturdanmengarahk
an masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah.Oleh
karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak
untukdapat mendorong dan mengendalikan kegiatan
masyarakat
agarsejalandenganrencanadankeinginanpemerintah.Denga
nadanya fungsi mengatur, kadangkala dari sisi penerimaan
(fungsibudgerair)justrutidakmenguntungkan.Terhadapkegiat
anmasyarakatyangdipandangbersifatnegatif,bilafungsiregul
erendyangdimaksudkanuntukmenekankegiatanitudikedepa
nkanmakapemerintahjustrudipandangberhasilapabila
pemasukan pajaknya kecil. (Y Sri Pudyatmoko, 2009 :16).
SubyekPajak, WajibPajak,danPenanggungPajak
Dalambidangpajakdikenalbeberapapihakyangsalingberh
ubungan.MerekaadalahSubjekPajak,WajibPajak,PenanggungP
ajak,danFiskus.
1. SubjekPajak
Subjek Pajak adalah orang atau badan yang telah
memenuhisyaratsubjektif. Orangdalamhalinimenyangkutman
usiasebagaipendukunghakdankewajiban.Sementaraitupeng
ertianbadanmemangagakberbedadenganapayangselama

ini  banyak dipahami dalam Hukum Keperdataan.
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DalamHukumKeperdataan,yangnamanyabadansebagaisubj
ekhukumharuslahberbadanhukum.Dalamhaliniyangdapatm
enjadibadanhukumadalahPerseroanTerbatas(PT),Yayasan,
dan Koperasi. Sementara itudalam hal
pajakyangdimaksudsebagaibadantidakselalubadanhukum.B
entukCommanditaireVennootschap(CV),Firma,Kongsi,Pers
ekutuan, atau perkumpulan orang pun dapat menjadi
badan.BahkandalamUndang-
UndangNomor28Tahun2007ditentukan sangat luas, yakni
sekumpulan orang dan/atau modalyang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupunyang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas,perseroankomanditer,perseroanlainnya,badanusah
amiliknegara atau badan usaha milik daerah dengan nama
dan
dalambentukapapun,firma,kongsi,koperasi,danapensiun,per
sekutuan,perkumpulan,yayasan,organisasimassa,organisas
i sosial politik, atau organisasilainnya, lembaga
danbentukbadanlainnyatermasukkontrakinvestasikolektifda
n memenuhikewajiban wajib pajak sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undanganperpajakan.Jadimerekaadalahorangataupihakyan

gbertanggungjawabdalammemenuhikewajibanwajibpajak.
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Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai
denganketentuanperaturanperundang-
undanganperpajakan,wajibpajakdiwakilidalamhal:
bentukbadanlainnyatermasukkontrakinvestasikolektifdanbe
ntukusaha tetap (Pasall.3).
Untuk menjadi subjek pajak, syarat subjektif harus
dipenuhi.Syarat subjektif yakni syarat yang melekat pada
diri subjek yangbersangkutan, seperti misalnya lahir di
Indonesia, berdomisili
dilndonesia,berkedudukanataudidirikandilndonesia,danseb
againya. Atau, tidak tinggal dan berkedudukan di
Indonesia,makamemilikikekayaandilndonesia.Subjekpajakdi
nilaipotensialuntukdikenakanpajak,tetapibelummempunyaik
ewajibanuntuk membayarpajak

2. WajibPajak
Berbedadengansubjekpajaksebagaimanatelahdiuraikanter
sebutdidepan,wajibpajakmempunyaikewajibanuntukmamb
ayar pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau
badan,meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai denganketentuanperaturanperundang-
undangan.

3. PenanggungPajak
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a. Disampingsubjekpajakdanwajibpajak,dalamhalpajakdik
enal pula penanggung pajak. Penanggung pajak adalah
orangpribadi atau badan yang bertanggung jawab atas
pembayaranpajak,termasukwakilyangmenjalankanhak
badanoleh pengurus;

b. badan yangdinayatakanpailit olehkurator;

C. badandalampembuabaranolehorangataubadanyan
gditugasiuntuk melakukanpemberesan;

d. badandalamlikuidasiolehlikuidator;

e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah
seorang ahliwarisnya, pelaksanawasiatnya atauyang
mengurus hartapeninggalannya; atau

f. anakyang belum dewasa atau orangyang berada
dalampengampuan oleh wali atau pengampunya (Pasal
32 ayat (1)Undang-UndangNomor28Tahun 2007).

Penanggung pajak kadang kala memang
sekaligus wajibpajak itu sendiri. Misalnya, untuk wajib pajak
orang pribadi, selainsebagai wajib pajak, ia juga sekaligus
penanggung pajak.

Artinyaiabertanggungjawabterhadapapayangmestinyadipen

uhidalamsoalpajakyangwajibbaginya.Berbedahalnyaunyuk

wajib pajak berupa badan seperti yang telah ditentukan

dalamPasal32Undang-
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UndangNomor28Tahun2007tentangKetentuanUmumbDanTa
taCaraPerpajakan.PerseroanTerbatas(PT),misalnya,yangm
enjadiwajibpajakadalahPerseroanTerbatas(PT)tersebut,yak
nibadanhukumnya.Adapunpenanggungpajaknyaadalahpiha
ktertentuyangmenurutanggarandasar/anggaranrumahtangg
aPerseroanTerbatas(PT)tersebutditetapkansebagaipihakya
ngbertanggungjawabmewakiliPerseroanTerbatas(PT),baikk
eluar maupun ke dalam; dalam hal ini bisa direksi,
komisaris,pemegang saham mayoritas, atau gabungan dari
mereka. (Y. SriPudyatmoko,2009 :0-24).
PenggolonganJenisPajak
Jenis-
jenispajakyangdapatdikenakandapatdigolongkandalam 3 (tiga)
golongan, yaitu menurut sifatnya,
sasaran/objeknya,danlembagapemungutannya.
1. MunurutSifatnya
Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu
pajaklangsungdan pajak tidak langsung.
Pajak langsungadalah pajak-pajak yang beban pajaknya
harusdipikulsendirioelhnWajibPajakdantidakdapatdilimpahka
nkepada orang lain serta dilakukan secara berulang-ulang

padawaktutertentu,misalnya PPh.
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Pajaktidaklangsungadalahpajakyangbebannyadapatdilimpa
hkan kepada orang lain atau hanya dikenakan pada hal-hal
tertentu atau peristiwa-peristiwva tertentu saja, misalnya
PajakPertambahanNilai.

2. MunurutSasaran/Objeknya
Menurutsasarannya,jenis-
jenispajakdapatdibagidua,yaitupajaksubjektifdanpajak
objektif.
Pajaksubjektifadalahjenispajakyangdikenakandenganperta
ma-
tamamemperhatikankeadaanpribadiWajibPajak(subjeknya).
Setelahdiketahuikeadaansubjeknyabarulahbarulahdiperhati
kankeadaanobjektifnyasesuaigayapikul,apakahdapat
dikenakan pajakatau tidak,misalnyaPPh.
Pajakobjektifadalahjenispajakyangdikenakandenganpertam
a-tama memperhatikan/melihat objeknya, berupa
keadaanperbuatan atau peristiwa yang menyebabkan
timbulnya
kewajibanmembayarpajak.Setelahdiketahuiobjeknya,barula
hdicari  subjeknya yang mempunyai hubungan hukum
dengan objek yangtelahdiketahui,misalnyaPajak
PertambahanNilai.

3. MenurutLembagaPemungutnya
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Menurutlembagapemungutnya,jenispajakdapatdibagiduayai
tu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
jenispajak yang pungut oleh pemerintah daerah, yang
sering disebutdenganpajak pusatdanpajak daerah.

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oeleh
pemerintahpusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan
oleh DepartemenKeuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.
Hasil dari pemungutanpajak pusat dikumpulkan dan
dimasukkan sebagai bagian
daripenerimaanAnggaranPendapatan
BelanjaNegara(APBN).

Sedangkan untuk jenis pajak daerah dan retribusi
daerah,pengelolaannyadilakukanolehDinasPelayananPajak
yangberadadalampengawasanpemerintahmasing-
masing.Pengaturanpajakdaerahdanretribusidaerahdiaturdal
amUndang-
UndangNomorlTahun2022tentangHubunganKeuanganPe
merintah PusatdanPemerintahan Daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah
yangterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksaberdasarkanUndang-
Undangdengantidakmendapatkanimbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan daerahbagisebesar-
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besarnyakemakmuranrakyat.Retribusidaerahadalahpunguta
ndaerahsebagaipembayaranatasjasaataupemberianizintert
entuyangkhususdisediakandan/ataudiberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi
atauumum.(WirawanB. llyasdanRichard Burton:2013: 39-
41).
KeadilanPajak
Membahas mengenai keadilan pajak tidaklah terlepas
denganprinsip-prinsip pajak itu sendiri, karena prinsip pajak
bertujuan untukmencapai keadilan. Meskipun tidak selalu
berfungsi sebagai kendali,namun tujuan keadilan merupakan
kreteria dasar untuk merancangstruktur pajak. Dalam
menentukan keadilan pajak terdapat dua
liranpemikiranyangdapat digunakansebagaipendekatan,yaitu :
1. Pendekatanpertamadisebutsebagaiprinsipmanfaat(utilityprin
ciple).Suatusystempajakdikatakanadilbilakontribusiyang
diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan
manfaatyangdiperolehnyadarijasa-
jasapemerintah.Olehkarenaituprinsip manfaat tidak hanya
menyangkut kebijakan pajak

saja,melainknjugakebijakanpengeluaranyangdibiayaipajak
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2. Pendekatankeduadidasarkanpadaprinsipkemampuanmemba
yar(ability to
pay).Menurutprinsipiniperekonomianmemerlukansuatujuml
ahpenerimaan pajak tertentu dan setiap wajib pajak
diminta
untukmembayarsesuaidengankemampuannya.Kebijakanp
ajakdalamkenyataannyalebihbanyakditentukanolehkebijak
anpenerimaan(pungutanpajak)tanpamemperhatikansisipe
ngeluaran.Prinsipkemampuanmembayarsecaraluasdiguna
kansebagaipedoman pembebanan pajak.
Dalamprinsipkemampuanmembayardibedakanadanyakea
dilanhorizontaldankeadilanvertical. Padakeadilanhorizontal
menyatakanbahwaorangyangmempunyaikemampuan
sama harus membayar pajak dengan jumlah
yangsama,sedangkanpadakeadilanvertikanmenyatakanba
hwaorangyangmempunyaikemampuanlebihharusmembay
arlebih besar atau orang yang mempunyai kemampuan
berbeda harusmembatar pajak yang berbeda.
Penerapankeduakaidahtersebutmemerlukanukurankuantit
atifdankualitatifdalammembayarpajakdanretribusi.ldealnya
ukuraniniakanmencerminkankemampuanseseorangdalam

membayar pajak dan retribusi. Sedangkan secara
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kualitatifakanmencerminkankemauanseseorangdalamme
mbyarpajakmaupunretribusi.
g. SistemdanTataCaraPemungutanPajak
1. SistemPemungutanPajak

Dalam sistem pungutan pajak ini tidak hanya
mencangkupmengenaitatacara(prosedur)pemungutanpajak
saja,melainkanjugamencakupkewenangandantanggungjaw
abuntuk menghitung dan menetapkan besarnya utang
pajak, sertapembayaran pajak terutang. Dalam sistem
pemungutan pajak inidikenaldengann tigasistemyaitu:

a. OfficialAssesmentSystem
Yaknisuatusistempemungutanpajakyangmemberiwewe
nang kepadaPemerintah (fiskus) untuk
menentukanbesarnya pajak yang terutang oleh wajib
pajak. Ciri-ciri
darisisteminiadalahpertamawewenanguntukmenentuka
nbesarnya pajak terutang ada pada fiskus, kedua wajib
pajakbersifatpasifdanketigautangpajaktimbulsetelahdike
luarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh
Fiskus.Dengan demikian dalam sistem ini pihak fiskus
masih  cukupdominan  untuk  menghitung dan
menetapkan utang pajak.Sistem ini  umumnya

diterapkan terhadap jenis pajak
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yangmelibatkanmasyarakatluas,dimanamasyarakatsela
ku
subjekpajak/wajibpajakdipandangbelummampuuntukdis
erahi tanggung jawab untuk menghitung dan
menetapkanpajak. (WirawanB. llyas danRichardBurton,
2013:60-61).

SelfAssesmentSystem
Yaknisuatusistempemungutanpajakyangmemberiwewe
nangkepadawajibpajakuntukmenentukansendiribesarny
apajakyangterutang.Ciri-
cirisisteminiadalahpertamawewenanguntukmenentukan
besarnyapajakterutang ada pada wajib pajak sendiri,
kedua wajib
pajakaktif,mulaidarimenghitung,menyetordanmelaporka
nsendiri pajak yang terutang, ketiga fiskus tidak ikut
campurdan hanya mengawasi. Sistem self assesment
ini
umumnyaditerapkanpadajenispajakdimanawajibpajakny
adipandangcukupmampudiserahitanggungjawabuntukm
enghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri.
(HeriDjatmoko, 2003 :1-2).
Selfasessmentmengandunghalyangpenting,yangdihara

pkanada dalam diriwWajib Pajak,yaitu :
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i. Taxconsciousness/KesadaranWajibPajak
ii. KejujuranWajibPajak
iii. TaxmindednessW ajibPajak/hasratuntukm
embayarpajak
iv. Taxdicipline/disiplinWajibPajakterhadapp
eraturanpajak

Pemberian kepercayaan seperlunya kepada
Wajib  Pajakuntuk  melakukan self asessment,
memberikan
konsekuensiyangberatbagiW ajibPajak,artinyajikaWajib
Pajaktidak memenuhi  kewajiban yang dipikul
kepadanya, maka
sanksiyangdijatuhkanakanlebihberatdaripadabiayanya.(
Rokhmat Sumitro,1998 :13-14).
Dalamperkembangansistemselfasessmentyangberlaku
dewasa ini memiliki sifat perberdayaan wajib pajakyang
memiliki  ciri-ciri  bahwa  wajib  pajak  diberi
kepercayaansepenuhnya untuk menghitung dan
memperhitungkan sendirijumlah pajak yang terhutang,
sehingga tercermin tanggungjawab penetapan pajak
menurut Undang-Undang
perpajakanberadaditanganwajibpajak,sehinggafungsifis

kusdidasarkanprestasiyangwujudnyasecaramateriilakan
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dituangkandalambentukkegiatanpembinaan,penelitian,p
elayanan, pengawasan dan penerapan sanksi
perpajakan.Jadi kewenangan yang dimiliki oleh wajib
pajak  merupakanprosedur  pelimpahan  berupa
‘delegasi” yang  diberikan  olehundang-undang
perpajakan, sehingga tanggung jawab
dantanggunggugatberadasepenuhnyaditanganwajibpaj
aksebagai delegatoris. Sementara itu kewenangan
yang

dimilikiolehfiskusmerupakanbagiandarikekuasaanpemer
intahuntuk menjalankan sebagian tugas pokok dan
fungsi umumpemerintahan di bidang penerimaan
negara yang berasal daripajak. (Heri Djatmoko,
2003:5). Untuk itu jelas kiranya bahwa dalam sistem
self

asessmentitumewajibkanwajibpajakuntukmendalamiper
aturanperpajakanagarwajibpajakdapatmenghitungsendi
ribesarnya pajak terhutang dengan baik. Jika tidak
menguasaiperaturanperpajakan,makaiatidakmungkinm
enghitung pajaknya sendiri yang terhutang dengan baik
atau mungkinwajib pajak akan melakukan
penghitungan yang kurang tepatatau wajib pajak dapat

menempuh jalan lain dengan
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bantuankonsultanpajakyangmemangprofesinyamember

ikanbantuankepadawajibpajak. (Rokhmat

Sumitro,1998:17).

Dengandemikiansecaraidealkonseppemungutanpajakm

erupakan :

a) Pemberdayaanwajibpajakdalampengambilankeput
usanatas kewajibannya,;

b)  Menciptakan prinsip good tax policy dalam arti
melakukanequibium  fungsi regulerend dan
budgetair yang bersifatnetral terhadap perlakuan
wajib dengan menghindarkanperlakuan secara
khusus/istimewa terhadap wajib pajaktertentu.

c) Perlindungankepentinganmasyarakatdanmemasti
kanadanya transparansi dalam keseluruhan
proses hak dankewajibanperpajakan;

d) Menciptakan suasana kemitraanantar semua
pihak
yangberkepentingan,yaitudenganmenghormatihak
dankewajiban semua pihak untuk mewajibkan
menyampaikaninformasi  dalam  kepentingan
kewajiban perpajakan. (HeriDjatmoko,2014 :6).

c. WithHoldingSystem

Yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan
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wewenangkepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan
wajib pajak
yangbersangkutan)untukmenentukanbesarnyapajakyan
gterutangolehwajibpajak.Ciridarisisteminiadalahwewena
ngmenentukanbesarnyapajakyangterutangadapadapiha
kketigaselainfiskusdanwajibpajak.Dengandemikianyang
banyakmelakukantanggungjawabpajakadalahpihak
ketiga.(Y.SriPudyatmoko,2009 : 62).
2. TataCaraPemungutanPajak
Untuk tata cara pungutan pajak secara umum
diatur dalamUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan,
yang selanjutnya ditindaklanjuti secarateknis dengan
keputusan  Menteri. Untuk pajak pusat diatur
dalamKeputusanMenteriDalamNegeri.
AdapunTataCaraPemungutanPajakDaerahdapatdi
uraikansebagaiberikut :
a) Tatacaramengaturpendaftarandanpenetapanpajak;
b) Tatacarapenghitungandanpenetapanpajak;
c) Tatacarapembayaran;
d) Tatacarapembukuandanpelaporan;

e) Tatacarapenagihanpajak;
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Tatacarapengurangan,keringanan,
danpembebasanpajak;
Tatacarapembetulan,pembatalan,penguranganketetap
andanpenghapusanataupengurangansanksiadministra
si.Kententuan-
ketantuantersebutselanjutnyadiaturdalamPeraturanDa
erah dimasing-masing Daerah.
Tarif Pajak dan retribusi

Salah satu unsur perhitungan pajak yang akan
menentukanbesarnya pajak terutang yang harus di
bayar oleh wajib pajak
adalahtarifpajak,sehinggapenentuanbesarnyatarifpaja
kyangdiberlakukanpada setiapjenis pajak
memegangperanan  penting.Tarif pajak adalah
ketentuan besar kecilnya pajak yang
harusdibayarolehwajibpajakterhadapobyekpajakyang
menjaditanggungannya. Masing-masing jenis pajak
mempunyai tarif yangberbeda-
bedakarenakebijakandalammenetapkantarifpajakdises
uaikandengankeadaanekonomi,programpembanguna
nmaupunfungsiregulerentdari

pajak.Kebijakantarifpajakmerupakankebijakanpemerin
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tahdibidangperpajakan,kebijakantarifinisangatberguna

untuknegaradanpemerintah ,diantaranya :

1. Meningkatkanpenerimaannegaradarisektor pajak.

2. Melindungiproduksidalam negeri.

3. Meningkatkankelangsunganpembangunandilndon
esia.

4. Meningkatkaniklim investasidilndonesia.

5. Menjagastabilitasekonomi.

6. Meningkatkantarafhidupmasyarakat.

7. Meningkatkandaya belimasyarakat.

8. Menjagakelangsunganhidupusahadilndonesia.

9. Menjagakerukunanhidupdiantaramasyarakat.

10. Menjagakerukunanantaramasyarakat danNegara.

Sistempenetapantarif dapatditetapkan:

1)

2)

Tarif tetap : yakni bahwa jumlah pajak yang
dibebankan selalusama, meskipun dasar pengenaan
pajak selalu berubah.
Tarifpajakinibiasanyasudahmenetapkannominalbesa
rnyapajak.

Tarif Proparsional :yakni bahwa tarif pajaknya
sama,tetapipajak yang terhutang akan berubah
sesuai dengan perubahandasar

pengenaanpajaknya.
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3) Tarif Pajak Progresif : yakni bahwa tarif pajaknya
meningkatseiring dengan meningkatnya dasar
pengenaan pajaknya. Tarifpajakinijugabiasanya
menggunakanprosentasi.
KetentuanbesarnyatarifPajakDaerahbiasanyadiberik

anbatasanolehUndang-

Undangyangkemudiandiamanatkanpenetapannyadiaturd

alamPeraturan Daerah. Demikian juga dengan tarif

Retribusi , juga ditetapkan dalamPeraturan Daerah,

hanya saja dalam tarif retribusi  biasanya

sudahditentukannominalnyadalamPerda.Besaranretribus
iyangterutangdihitungberdasarkanpersediaanantaratingk
atpenggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat
penggunaan jasamerupakan jumlah penggunaan jasa
yang di jadikan dasar
alokasibebanbiayayangdipikulPemerintahDaerahuntukpe
nyelenggaraanjasayangbersangkutan.Tarifretribusidapat
ditentukanseragamataubervariasimenurutgolongansesua
idenganprinsip dan sasaranpenetapan tarifretribusi.
Dalam menetapkantarif Retribusi Jasa Umum,
prinsip dansasaran dalam penetapan tarif didasarkan
pada kebijakan daerahdengan memperhatikan biaya

penyediaan jasa yang
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bersangkutan,kemampuanmasyarakat,danaspekkeadilan
.Untukmencapaisasaranyangdimaksud,penetapantarifRet
ribusiJasaUmum,antaralain,dimaksudkanuntukmenetaps
ebagianatausamadengan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan dan membantugolongan masyarakat
kurang mampu sesuai dengan jenis
pelayananyangdiberikan.Dengandemikian,prinsipdansas
arandalampenetapan tarif Retribusi Jasa Umum dapat
berbeda menurut jenispelayanan dalam jasayang
bersangkutan dan golongan penggunajasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya
tarif RetribusiJasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntunganyang layak sebagai mana
keuntungan yang pantas diterima
olehpengusahaswastasejenisyangberoperasisecaraefisie
ndanberorientasi pada harga pasar. Sementara itu,
prinsip dan sasarandalam penetapan tarif Retribusi
Perizinan Tertentu didasarkan padatujuan untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraanpemberianizinyang
bersangkutan.(DJPK, 2009 : 44-50).

B. KajianTerhadapAsas/PrinsipPenyusunanNorma
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Untuk membentuk Peraturan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerahsebagaimana di amanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
2022tentangHubunganKeuanganPemerintahPusatdanPemeri
ntahanDaerah,makadalampenyusunannyaharusdidasarkanpa
dakaidahhukumyangdiaturdalamperaturanperundang-
undangantentangPembentukan perundang-undangan dan
kaidah hukum yang mangaturmuatan materi sebagaimana
diatur dalam Perda tersebut. Oleh karena itukonstruksi hukum
dalam Perda yang di bentuk ini harus
menyesuaikandanmendasarkanpadaasasmaupunmateriyang
diaturolehkeduaperaturanperundang-undangan tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun2011 pada intinya menyatakan pembentukan
perundang-undangan harusdilakukan berdasarkan pada asas
pembentukan perundang-undangan
,Selanjutnyapadapasalémenyebutkanbahwamaterimuatanharu
smencerminkanasasperundang-
undanganyangbersifatumumterkaitdengan materi muatan dan
memberikan pula asas yang Dbersifat khususterkait
denganbidangyangdiatur. Dalam pembentukan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah

danRetribusiDaerahdiKabupatenPatijugamendasarkanpadaas
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asPembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik
sebagaimanadiaturdalamPasal5Undang-
UndangNomor12Tahun2011,yangmeliputi:

a. Kejelasantujuan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah

bahwa setiapPembentukanPeraturanPerundang-
undanganharusmempunyaitujuan yang jelasyang
hendakdicapai.

b. Kelembagaanataupejabatpembentuk yangtepat.
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat
pembentukyangtepat’adalahbahwasetiapPeraturanPerun
dang-undanganharus dibuat oleh lembaga negara atau
pejabat Pembentuk PeraturanPerundang-
undanganyangberwenangPeraturanPerundang-undangan
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum
apabiladibuat olehlembaganegara ataupejabat yang
tidakberwenang.
Kesesuaianantarajenis,hierarki, danmaterimuatan.
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis,
hierarki,
danmaterimuatan”adalahbahwadalamPembentukanPerat

uranPerundang-undanganharusbenar-

43



NASKAHAKADEMIKRANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATEN PATI
TENTANGPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

benarmemperhatikanmaterimuatanyangtepatsesuaidenga
njenisdanhierarkiPeraturanPerundangan-undangan.

d. Dapatdilaksanakanyang dimaksudkan dengan “asas dapat
dilaksanakan” adalah
bahwasetiapPembentukanPeraturanPerundangan-
undanganharusmemperhitungkanefektivitasPeraturanPerun
dangan-udangantersebut di dalam masyarakat, naik secara
filosofis, sosiologis, maupunyuridis.

e. Kedayagunaandan kehasilgunaan
Yangdimaksuddengan“asaskedayagunaandankehasilgunaa
n"adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan
dibuat karenamemangbenar-
benardibutuhkandanbermanfaatdalammengaturkehidupanb
ermasyarakat,berbangsa, danbernegara.

f. Kejelasanrumusan
Yangdimaksuddengan“asaskejelasanrumusan”adalahbahw
asetiap Peraturan Perundang-undangan harus memenubhi
persyaratanteknis penyusunan Perundangan-undangan,
sistematika, pilihan kataatau istilah, serta bahasa hukum
yang jelas dan mudah
dimengertisehinggatidakmenimbulkanberbagaimacaminterp
restasidalampelaksanaannya.

g. Keterbukaan
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Yangdimaksuddengan“asasketerbukaan”adalahbahwadala
mPembentukanPerundang-
undanganmulaidariperencanaan,penyusunan,pembahasan,
pengesahanataupenetapan,danpengundanganbersifattrans
parandanterbuka.Dengandemikian,seluruhlapisanmasyarak
atmempunyaikesempatanyangseluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam Pembentukan
PeraturanPerundang-undangan.

Ditinjau dari asas-asas tersebut diatas, maka dalam
pembentukanPerdaPajakDaerah danRetribusiDaerah dapat
dikemukakanbahwa :

1. Tujuan pembentukan perda Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah initelah jelas yaitu sebagai landasan yuridis dalam
pemungutan pajakDaerahdan retribusiDaerah diKabupaten
Pati.

2. KarenajenisperaturanPerundang-
undanganiniPeraturanDaerahmakakelembagaanyangberwe
nanguntukmembentukadalahPemerintah Daerah
Kabupaten Patidan DPRD Kabupaten
Pati.DanPerdainimerupakaninisiatifdaneksekutif/Pemerinta
hKabupatenPati.

3. Berkaitan dengan kesesuain antara jenis, hierarki dan

materi
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muatan,padapembentukanPerdainidapatdikemukakanbahw
amaterimuatan yang diatur sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 1Tahun 2022, yang merupakan
kewenangan Pemerintah Kabupaten.Olehkarenanya
diaturdalam PeraturanDaerah Kabupaten.
MengingatPerdainimenjadidasardalampemungutanpajakda
nretribusi, pasti ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam
Perda dapatdilaksanakan, dan apabila tidak dapat
dilaksanakan maka
penerimaandaerahyangbersumberdaripajakdanretribusitida
kakandapatterealisasidengan kata lain Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tidak akantercapai. Adapun mengenai
efektivitas Perda tersebut tergantung padapelaksanaannya
/ organisasi perangkat Daerah dalam
melaksanakanketentuan-
ketentuanyangdiaturdalamPerdatersebut,sertasebagaiman
akesadaranhukumdanbudayahukummasyarakatsetempat.
Berkenaan dengan asas berdayagunaan dan
berhasilgunaan ini jugaterkait dengan asas dapat
dilaksanakan, karena hasil yang diharapkandari Peraturan
Daerah ini adalah ini adalah Pendapatan Asli

DaerahyangbersumberdariPajakDaerahdanRetribusiDaera
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h.JadisemakinefektifPelaksanaanPerda,tentuakansemakinti
nggipenerimaanPendapatn AsliDaerahnya.

6. Untukasaskejelasanrumusan,inidapatdipenuhikarenadalam
penyusunan Perda ini disamping telah memenuhi syarat
teknis
danpembentukankesesuaianmaterimuatandenganamanaty
angdiberikanjugatelahdibahasolehlembagapemakarsaibese
rtaOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan di
harmonisasi dandifasilitasi oleh lembaga yang berwenang
serta dilakukan perubahanolehDPRD.

7. Untukasasketerbukaaninidapatdipenuhikarenaseluruhtahap
andari perencanaan hingga pegundangan dilakukan secara
transparansi,sehingga dapat dikatakan bahwa dari tahapan
inisisasi, sosio politikmaupunyuridis dilaksanakan secara
tranparasi.

Selanjutnya untuk materi muatan yang diatur

dalam Perda tentangPajakDaerah dan

RetribusiDaerah iniharus mencerminkanasas :

1. Pengayoman
Yangdimaksuddengan“asaspengayoman”adalahbahwaseti
apMateriMuatanPeraturanPerundangan-
undanganharusberfungsimemberikanperlindunganuntukme

nciptakanketentramanmasyarakat.
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2. Kemanusiaan
Yangdimaksuddengan“asaskemanusiaan’adalahbahwaseti
apMateri Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkanperlindungan dan penghormatan hak asasi
manusia serta harkat
danmartabatsetiapwarganegaradanpendudukindonesiasec
araproporsional.

3. Kebangsaan
Yangdimaksuddengan“asaskebangsaan”adalahbahwasetia
pMateri Muatan Peratuan Perundang-undangan harus
mencerminkansifatdanwatakbangsalndonesiayangmajemu
kdengantentangmenjagaprinsip NegaraKesatuan Republik
Indonesia.

4. Kekeluargaan
Yangdimaksuddengan“asaskekeluargaan”adalahbahwaseti
apMateriMuatanPeraturanPerundangan-
undanganharusmencerminkanmusyawarahuntukmancapai
mufakatdalamsetiappengambilankeputusan.

5. Kenusantaraan
Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah
bahwa setiapMateriMuatanPeraturanPerundang-
undangansenantiasamemperhatikankepentinganseluruhwil

ayahlndonesiadanMateriMuatanPerundang-

48



NASKAHAKADEMIKRANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATEN PATI
TENTANGPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

undanganyangdibuatdidaerahmerupakanbagian dari sistem
hukum nasional yang berdasarkan Pancasila danUndang-
UndangDasar Negara RepublikindonesiaTahun1945.

6. Bhinnekatunggalika
Yangdimaksuddengan“asasbhinekatunggalika’adalahbahw
aMateri Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
memperhatikankeragamanpenduduk,agama,sukudangolon
gan,kondisikhususdaerah serta budaya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa danbernegara.

7. Keadilan
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap
Materi MuatanPeraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan keadilan secaraproporsionalbagisetipwarga
negara.

8. Kesamaankedudukandalam hukum danpemerintahan
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam
hukum
danpemerintahan”adalahbahwasetiapMateriMuatanPeratur
anPerundan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal
yang bersifatmembedakan berdasarkan latar belakang,
antara lain, agama, suku,ras, golongan, gender,atau
statussosial.

9. Ketertibandankepastian hukum
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Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian
hukum?”
adalahbahwasetiapMateriMuatanPeraturanPerundanPerun
dang-
undanganharusdapatmewujudkanketertibandalammasyara
katmelaluijaminan kepastianhukum.
Keseimbangan,keserasian,dankeselarasan
Yangdimaksuddengan“asaskeseimbangan,keserasian,dank
eselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
PerundanPerundang-
undanganharusmencerminkankeseimbangan,keserasian,
dan  keselarasan, antara  kepentingan  individu,
masyarakatdankepentingan bangsa dan negara.

Khusus untuk pembentukan peraturandi bidang pajak

dalambukunyayangberjudulWealthofNation,AdamSmithmemb

erikanpedomanbahwasupayaperaturanpajakituadilmakaempat

syaratberikut harus dipenuhi:

a.

b.

Equalityandequity
Certainty
Convenienceofpayment

Economicof collection /lowcost ofcollection
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Keempat pedoman disebutThe four canons of Adam
Smith atausering juga disebut The four maxime. Equality and
equitymengandungarti persamaan dan keadilan, dimana
undang-undang pajak senantiasamemberi perlakuan yang
sama terhadap orang-orang yang berada dalamkondisi yang
sama. Dalam hal ini didalamnya terkandung maksud
adanyalaranganterhadap perlakuandiskriminatif.

Certainy, mengandung arti kepastian. Undang-undang
pajak yangbaik senantiasa dapat memberikan kepastian
hukum kepada wajib
pajakmengenaikapaniaharusmembayarpajak,apahakdankewa
jibanmereka,dansebagainya.Terkaitdenganhalitu,undang-
undangpajak
tidakbolehmengandungkemungkinanpenafsiranganda(ambigiu
s).Apabilaadaketentuanmengenaisesuatuhalyangberpotensim
enimbulkanpenafsirangandamakaseyogyanyadapatdiberikanp
enjelasanseperlunya.Kemudian,apabiladimungkinkan,halterse
butdimasukkan ke dalam batang tubuh undang-undang
tersebut, misalnyadalam ketentuan umum pasal 1. Tafsir
otentik yang dimuat di dalampasall akan
meminimalisasikemungkinan penafsiran ganda.

ConvenienceofPaymentadalahbahwapajakharusdipung

utpada saat yang tepat, vyaitu pada saat wajib

51



NASKAHAKADEMIKRANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATEN PATI
TENTANGPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

pajakmempunyai uang. Halini berkaitan dengan kemampuan
wajib pajak.Mengenai kapan
wajibpajakmemilikiuangsehinggamampumembayarpajaksesu
aikewajibannya, masing-masingwajib pajak tidaklahsama.
Economicof Collection, dalam undang-undang pajak
juga
harusdiperhitungkanrasio(perimbangan)antarabiayapengump
ulan/pemungutan dengan hasil pajak itu sendiri sehingga
diharapkantidakterjadihasilpajakyangnegatifdimanabiayayang
dikeluarkanbagipemungutan pajak justru lebih besar daripada
jumlah pajak yang berhasildihimpun. Dari sisi ini sebaiknya
pengeluaran untuk pemungutan pajak itudibuat efisien. (Y
SriPudyatmoko,2009 : 48-49)
BerdasarkanuraianmengenaiasasmaterimuatandalamP
eraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ini
dapatdikemukakanbahwaketentuandalamPerdatersebutmamp
umemberikan perlindungan hukum kepada masyarakat
terutama kepadapara wajib pajak maupun wajib retribusi dan
juga dalam implementasinyawajib pajak maupun wajib
retribusi mendapatkan kepastian hukum
dankeadilandalammenjalankankewajibannyamembayarpajak/r

etribusi.Disisi lain penetaan tarif pajak/retribusi juga harus
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mencerminkan
asaskeadilanbagimasyarakatsecaraproporsional.Diharapkanp
uladenganberlakunyaPerdatentangPajakDaerahdanRetribusi
Daerahinidiharapkanmampumemberikanpersamaankeduduka
nhukumdanpemerintahan bagiseluruh masyarakat, serta
diharapkanpulaadanyakeadilandalampemanfaatanpenerimaa
npajakdanretribusidalammemberikanpelayanankepadamasyar
akatsecaramanusiawisesuaidenganhakikatdanmartabatmanus
ia.

KajianPraktek Empiris

Konsekuensidaripelaksanaanasasdesentralisasiadalahte
rbentuknya daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat
hukumyangmempunyaibatas-
bataswilayah,yangberwenangmengaturdanmengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatmenurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistemNegaraKesatuanRepublik Indonesia.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom
yang mampuberotonomi adalah terletak pada kemampuan
keuangan daerah.
Artinya,daerahotonomharusmemilikikewenangandankemamp
uanuntukmenggalisumber-

sumberkeuangansendiri,mengeloladanmenggunakan
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keuangan  sendiri yang cukup  memadai untuk
pembiayaanpenyelenggaraanpemerintahandaerahnya.Keterg
antungankepadabantuanpusatharusharusdiminimalisasimung
kin,sehinggaPADkhususnyapajakdanretribusidaerahharusme
njadibagiansumber-sumberkeuangan terbesaryang didukung
oleh kebijakanprimbangankeuangan pusat dan daerah
sebagai prasyarat mendasar dalam sistempemerintahan
negara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas langkah-
langkah empirikyang dilakukan oleh Pemerinah Kabupaten
Pati mencakup berbagaiaspekantara lain :

a. AspekRegulasi/pengaturantentangPajakDaerahdanRetri
busiDaerah.

SejakditerbitkanUndang-
UndangNomor28Tahun2009tentangPajakDaerahdanRetri
busiDaerah,PemerintahDaerahKabupatenPatimendindakla
njutidenganmenerbitkanll1(sebelas)PeraturanDaerahyang
mengaturtentangPajakDaerahsesuaidenganjenispajakDae
rahyangmenjadikewenanganPemerintah Daerah
Kabupaten dan 3 (tiga) Perda mengatur
tentangRetribusiDaerahsesuaidengangolonganRetribusiDa

erahyangmenjadikewenangan Daerah.

54



NASKAHAKADEMIKRANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATEN PATI
TENTANGPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

Dalam perkembangannya pada tahun 2019, ke 11
(sebelas)Perda tersebut digabung menjadi 1 Perda yaitu
Perda tentang PajakDaerah, sedangkan untuk Retribusi
Daerah masih utuh 3 (tiga) Perda,tetapimasing-masing
mengalamibeberapa kaliperubahan.

. TataKelolaPendapatanDaerah

Kegiatan tata kelola pendapatan Daerah pada
intinya
adalahbagaimanamelaksanakanpemungutanpajakdaerahd
anretribusidaerahsesuaidenganmekanismeyangdiaturdala
mperaturanperundang-undangan, sehingga dapat
meningkatkan Pendapatan AsliDaerah(PAD).

Berkaitan dengan optimalisasi sumber-sumber
Pendapatan
AsliDaerah(PAD)perludilakukanuntukmeningkatkankemam
puankeuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi
dan ekstensifikasisubjek dan objek pendapatan. Dalam
jangka pendek kegiatan yangpaling mudah dan cepat
segera dilakukan adalah dengan melakukanintensifikasi
terhadapobjekatausumberpendapatandaerahyangsudahad
aterutamamelaluipemanfaanteknologiinformasi.Denganme
lakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek

pendapatandaerah,makaakanmeningkatkanproduktivitasP
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endapatanAsliDaerah (PAD) tanpa harus melakukan studi,
proses dan waktu yangpanjang.
Secaraumum,upayayangperludilakukanolehpemerint
ahdaerah Kabupaten Pati dalam rangka meningkatkan
pendapatandaerah melalui optimaslisasi intensifikasi
pemungutan pajak daerahdan retribusi daerah masih
belum optimal hal terlihat dari
kontribusipajakdaerahterhadapPendapatanAsliDaerah(PA

D)setiaptahunnyamasihkuranglebin14%(empatbelasperse

n)danwalaupun nenunjukkan trend yang positif. Hal ini

dapat dilihat
dalamlampiran(DaftarPenerimaanPajakDaerahKabupaten

Patidalam3tahunterakhir).Untuklebihnmengoptimalkannya.

MakastrategiPemerintahKabupatenPatidapatdilakukanden

gancara-carasebagaiberikut:

a. Memperluasbasispenerimaan
Tindakanyangdilakukanuntukmemperluasbasispenerim
aanyangdapatdipungutolehdaerahyangdalamperhitung
anekonomidianggappotensialantaralainyaitumengidentif
ikasipotensi pajak dan retribusi baru dan jumlah
pembayar pajak danretribusi, memperbaiki basis data
objek, memperbaiki  penilaian,dan  menghitung

kapasitas penerimaan dari setiap jenis
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pungutansehinggajangansampaiterjadiatautimbulpungu
tangandaterhadapobyekyang sama.

. Memperluasprosespemungutan
Upayayangdilaukandalammemperkuatprosespemungut
anyaituantaralainmempercepatpenyusunanPerda,meng
ubahtariff
pajakdaerahdanretribusidaerah,danpeningkatanSDMda
ntidakmembedakan subyek pajak.

. Meningkatkanpengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan
pemeriksaan
secaradadakandanberkala,memperbaikiprosespengaw
asan,menerapkansanksiterhadappenunggakpajakdans
anksiterhadappihakfiskus,sertameningkatkanpengawas
anpemungutan pajak dan retribusidaerah.

. Meningkatkanefisiensiadministrasidanmenekanbiayape
mungutan
Tindakanyangdilakukanolehpemerintahdaerahantaralai
nmemperbaikiproseduradministrasipajakdanretribusime
laluipenyederhanaanadministrasipajakdanretribusi,dan
meningkatkanefisiensi biaya darisetiap jenis

pemungutan.
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e. Meningkatkan kapasitas penerimaanmelalui
perencanaan
yanglebihbaik.Halinidapatdilakukandenganmeningkatka
nkoordinasidenganinstansiterkaitdidaerah.

Ekstensifikasiperpajakanjugadapatdilakukanmelalui
kebijakanpemerintahuntukmemberikankewenanganperpaj
akanyang lebih besar kepada daerah pada masa
mendatang. Untuk ituperlu adanya perubahan dalam
sistem perpajakan Indonesia
sendirimelaluisistempembagianlangsungataubeberapabasi
spajakpemerintahpusatyanglebih  tepatdipungut  oleh
daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas,
penyelenggaraan otonomidaerah terutama di Kabupaten
Pati, pemerintah daerah
diharapkandapatmelaksanakandenganbaikrodapemerintah
annyadengansumber-
sumberpembiayaanyangmemadai.Karenapotensiekonomite
rdapatberbagai permasalahan yang menghambat
peningkatan penerimaanPendapatanAsliDaerah
(PAD),antara lain:

a. Belum adanya data potensi riil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerahyangakurat.daerah sangat
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mementukan dalam upaya meningkatkan
kemampuankeuangandaerah
bagipenyelengaraanrumah
tangganya.Namundemikian,otonomidaerahdalamkeran
gkaNegaraKesatuan Republik Indonesia bukan hanya
semata diukur dari jumlahPendapatan Asli Daerah
(PAD) yang dapat dicapai, tetapi lebih dari itu,yaitu
sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat
berperanmengatur perekonomian masyarakat agar
dapat bertumbuh
kembangyangpadagilirannyadapatmeningkatkankeseja
hteraanmasyarakatdidaerah.Pada kenyataannya
pemungutan pajak daerah di
KabupatenPati,belumdapatdilaksanakansecaraoptimald
anmaksimalkarenabelumsemuaobyekpajakdapatdikena
kanpajak,disampingitupembayaranpajakolehwajibpajak
belumsesuaidenganpotensiriil. Oleh karena itu program
intensifikasi maupun ekstensifikasi
terusdilaksanakanmeskipundalamjangkapendekinibelu
mkelihatanhasilnya.Lebih-
lebihdalampenerapansystemselfassessment,kesadaran
WajibPajakbelumNampakbaikdalampendaftaran,penya

mpaian data maupun pembayaran, sehingga fiskus
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menempuhjalan tengah untuk mengantisipasi hal
tersebut dengan memfasilitasimelalui pendataan dan
pemungutan dilokasi obyek pajak, meskipunbeberapa
jenis pajak sudah dapat dilakukan pembayaran melaui
nontunai/secara online.
Meskipuntelahdilakukanberbagaiupayadalammengopti
malkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi
masihObyekpajakmaupunretribusidalamperkembangan
nyamengalamiperubahan.

. Tata cara/mekanisme pungutan pajak/retribusi belum
sepenuhnyadilaksanakansesuaiketentuanperundang-
undangan,terutamabagijenispajakyangprosespemungut
annyamenggunakansistem self-assesment.

Belum semua wajib pajak dan wajib retribusi memiliki
kesadaranyangtinggiuntukmembayarpajak/retribusises
uaipotensi,sehinggarealisasipenerimaan masih
relatifrendah.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang
perpajakandan  perundang-undangan di  bidang
perizinan maupun tata ruangbelum sepenuhnya belum
terjalin, sehingga masih banyak usaha-usahayang
belumdikenaipajak adalahpihak

ketiga.(Y.SriPudyatmoko,2009 : 62).
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c. HasilPenerimaanPendapatan AsliDaerah

Sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis
pajak kabupaten/kota, antara lain: Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerang
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak
Parkir, Pajak Air Tanah, , Pajak Sarang Burung Walet,
Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Bea
Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan. Sedangkan
sesuai pasal 108 undang undang yang sama, diatur jrnis-
jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa

usaha dan retribusi perizinan.

a. Realisasi Pendapatan Daerah
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Realisasi
Uraian
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
PENDAPATAN DAERAH Rp  2.662.375.437.006 | Rp 2.725.202.350.660 | Rp  2.705.053.757.861
PENDAPATAN ASLI DAERAH Ry 371708005192 Rp 388644.537.358 | Rp  388.754.867.176
Pajak Daerah R 97.884.137.026|Rp 108637.584.364|Rp  142.237.812783
Retribusi Dacrah Ry 22502075.249|Rp  27.194.008685|Rp  23.633.166.839
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisehkan R 27.635302583(Rp 30662101276 |Rp  33.640326480
Lain - Lain PAD Yang Sah Ro  223686490334(Rp 222150843033 |Rp  189.243.561074
PENDAPATAN TRANSFER Rp 2173448276835 | Rp 2218729244498 | Rp 2.285.937.589532
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Ro  1.505.063.848.568 | Rp 1519385.725.982|Rp 1579.153.301128
Pendzpatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | gy 465736.150.000|Rp 470228162000 |Rp  462.559.784.200
Pendzpatan Transler Pemerintah DaerahLainnyg gy 173865.155.267|Rp 217909242516 |Rp  230.314.850.204
Bantuan Keuangan R 28783.114000{Rp  11.206.114000|Rp  13.909.654000
LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH | Rp  117.219.154979|Rp  117.828568.804 [Rp  30.361.301153
Pendapatan Hibah Ro 117219154979 Rp  117.828568.804|Rp  30.361.301.153
Pendapatan Hibah [PDMIP Ro 2.901.019.776
Pendapatan Hibah sAIIG Ro 786.204.000
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Ro 32.771.203
Hibeh Dana BOS Ro  113499.160.000| Rp  113485.320000

b. Realisasi Pajak Daerah
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Realisasi
Uraian
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 202

Pajak Daerah Rp  97.884.137.026 | Rp 108.637.584.364 Rp 142.237.812.783
Pajak Hotel Rp 790341992 | Rp  795.023.841 Rp  1.049.974.566
Pajak Restoran Ro 5091234839 |Rp  7.110.072.744|Rp  8.246.724.875
Pajak Hiburan Ro 438100349 |Rp  213.084.330|Rp  518.318.655
Pajek Reklame Ro 1183419983 (Rp  1.258535.659(Rp  1.456.901.734
Pajak Penerangan Jalan Ro 39710287581 |Rp  42.021.052499|Rp 54713529847
Pajak Parkir Ro 403516750 |Rp  720.467.719|Rp  1.019.651.215
Pajak Air Tanah Ro 1192868844 |Rp  1373.119974|Rp  1.4688%3.273
Pajak Sarang Burung Walet Rp 27.749.550 | Rp 25.918.800 | Rp 21170710
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuen Lainnya | Rp 157.595.500 | Rp ~ 265.312500{Rp  163.776.000
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

BEPY) Ro 22411467553 |Rp  24.266.814.509| Rp  29.796.545.325
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPITH) Ro  26477.054.085 |Rp  30.586.981.789| Rp  43.782.366.583

d. Realisasi Retribusi Daerah
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Realisasi
Uraian
Tahun 2020 Tahun 201 Tahun 2022

Retribusi Daerah Ro 22502075249 |Rp  27.194.008.685| Rp  23.633.166.839
Retribusi Pelayanan Kesehatan Labkesda Ro 291,645,000 | R 140.015.000 | Rp 129.724.500
Retribusi Pelayan Persampahan/Kebersihan Ro 553,422,600 | Rp 664,545,500 | Rp 753.155.300
Ret. Pelayanan Parkir ditepi jalan umum Ro 180.387.000 | Rp 523.259.000 | R £25.684.000
Refribust Pelayanan Pasar Ro  3875036704|Ro  4382666319|Ro 4727973346
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Ro L770376800(Rp  2214317500|Rp  2.195.030.000
Retribusi Penyediaan / Penyedotan Kakus Ro 6150000 | R 7350.000 | Ro 6.600.000
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Ro  25374800(Rp  248.100.200| Rp 247558500
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Ro  1811674350|Ro 1857025350 Rp 2.016.900.000
Refribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah Ro  187L895425|Ro 185651833 |Ro 217667657
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Ro  1042983875|Ro  1220711875|Rp 1233.839.000
Refribust Penyediaan Tempat Pelelangan Ro  833848120|Ro  10099274.125|Rp 8183841193
Retribusi Terminal Ro 292552400|Ro 332055500|Ro  309.005.500
Retribusi Tempat Khusus Parkir Ro 23452000 Ro 23.20000| Ro 37.730.000
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ro 85,641,000 Ro 73.573.000| Ro 87.555.000
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Ro 94,550,000 | Rp 96,000,000 | Rp 290.800.000
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah Ro 111107500 | Rp 98.970.000| Rp 130.243.000
Ret. Persefujuan Bangunan Gedung Ro 1594124589 (Rp 3343096982 | Ro 386.380.443
Ret. [jin Trayek utk menyediakan pelayanan

angkutan umm Rp 13.220.000 | Rp 13.310.000 | Rp 10.740.000
Ret. Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Ro - Ro - Ro 183.730.800

KajianterhadaplmplikasiPenetapanSistemBaru
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DengandiberlakukannyaUndang-
UndangNomorlTahun2022tentangHubunganKeuanganPemerintah
PusatdanPemerintahanDaerahtentuterdapatbeberapaperubahanke
bijakandalamsistemperpajakandaerah.Pemerintahpusatmengaturke
bijakandankewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
Adapun tujuanditerbitkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah adalah untuk
mewujudkanalokasi
sumberdayanasionalyangefisiendanefektifmelaluiHubunganKeuang
anPemerintahPusatdanPemerintahDaerahyangtransparan,akuntab
eldanberkeadilangunapenataankesejahteraanmasyarakatdiseluruhpeloso

k Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perbaikan
kualitasoutputdanoutcamelayanansertapemerataanlayanan.Untukdapatm
encapai hal tersebut diperlukan harmonisasi kebijakan fiskal pusat
dandaerah,dalamhalinimeningkatkankapasitasfiskaldaerahdanmeningkatk
ankapasitas belanja daerah.

Untukdapatmencapaitujuandansasaransebagaimanatersebutdia
tasstrategihalyang ditempuh adalah:
a. Meningkatkansistemperpajakan,yaknidengan:

1. Mendorongkemudahanberusahadidaerah

2. Mengurangiretribusiataslayanan wajib

3. Opsenperpajakandaerah antaraProvinsidanKabupaten/Kota

4. Basispajakbaru(sinergiPajak Pusat-Daerah)
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Meningkatkankualitasbelanjadaerah

1. Penguatandisiplindansinergibelanjadaerah

2. Peningkatankapasitas
SumberDayaManusia(SDM)Daerah

3. Penguatanpengawasaninternaldidaerah

4. TunjanganKinerjaDaerah(TKD)diarahkanun
tukmeningkatkankualitasdan kuantitas
pelayanan publik

Meminimumkanketimpanganvertikaldanhorizontal

ReformulasiDanaAlokasiUmum(DAU)agarlebihpresisidanmemp

erhatikankrakteristik daerah

1. DanaBagiHasil(DBH)yangberkeadilan,mendorongkinerja,
danmemperhatikaneksternalitas

2. DanaAlokasiKhusus(DAK)yangfokusuntukprioritasnasion
al

3. IntegrasidanpengelolaanTunjanganKinerjaDaerah(TKD)b

erbasiskinerja

4. Perluasanskemapembiayaandaerahsecarate
rkendalidanhati-hati

5. PembentukanDanaAbadiDaerahuntukkeman
faatanlintasgenerasi

6. SinergiPendanaanlintaspendanaan

Harmonisasibelanjapusatdandaerah
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DesainTunjanganKinerjaDaerah(TKD)dapatberfungsise
bagaicounter-cyclicalpolicy
2. PenyelarasankebijakanfiskalPusatdanDaerah
3. PengendaliandefisitAPBD
4. RefocusingAPBDdalam kondisitertentu
5. Sinergibagianakun standar dalamrangkakonsolidasi
6. Penguatanmonitoringdanevaluasi
Apabila  kita  bandingkan dengan  pengaturan
sebelumnya
tentangSistemPerpajakanDaerahyaituyangdiaturdalamUndan
g-
UndangNomor28Tahun2009denganpengaturanbaruyangdiatu
rdalamUndang-UndangNomorl Tahun2022ada berbagai
perbedaanyangdapat dikemukakanyaitu:
1. JenisPajak
Jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009meliputi 11 (sebelas) jenis pajak yakni : Pajak
Hotel, Pajak Hiburan,Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak
Restoran, Pajak Parkir, PajakReklame, Pajak Air Tanah,
Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan(MBLB),PajakSarangBurungWalet(SBW),PajakBumi
danBangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2), Bea

Perolehan Hak atasTanahdan Bangunan (BPHTB).
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Jenis Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022meliputi 8 (delapan) jenis : Pajak Barang dan
Jasa Tertentu (PBJT),Pajak Reklame, Pajak Air Tanah,
Pajak Pajak Mineral Bukan Logamdan Batuan (MBLB),
Pajak Sarang Burung Walet (SBW), Pajak Bumidan
Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan
Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak kendaraan
bermotor (PKB)danbeabalik
namakendaraanbermotor(BBNKB).

. JenisRetribusiDaerah

Jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun2009terdiridari :

RetribusiJasaUmum, meliputi:

1. Pelayanankesehatan

2. Pelayanankebersihan

3. BiayacetakKTPdanAktaCatatanSipil

4. PelayananPemakamaman

5. Parkirditepijalanumum

6. Pelayananpasar

7. Pelayananpengujiankendaraanbermotor

8. Pemeriksaanalat pemadamkebakaran

9. Biayacetakpeta
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11.
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13.
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Penyediaan/penyedotankasus
Pengolahanlimbahcair
Pelayanantera/teraulang
Pelayananpendidikan
Pengendalianmenaratelekomunikasi

Pengendalianlalulintas

RetribusiJasaUsaha, meliputi:

(1) Pemakaiankekayaandaerah

(2) Pasargrosir/pertokoan

(3) Tempatpelelangan

(4) Terminal

(5) Tempatkhususparkir

(6) Penginapan/villa

(7) Rumahpotonghewan

(8) Pelayanankepelabuhan

(9) Tempatrekreasidanolahraga

(10) Penyeberangandiair

(11) Penjualanproduksiusahadaerah

RetribusiPerizinanTertentu, meliputi:

(1) IzinMendirikanBangunan(IMB)

TENTANGPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

(2) Izintempat penjualanminuman beralkohol

(3) lzintrayek

(4) 1zinusahaperikanan
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(5) 1zinMempekerjakan TenagaKerjaAsing (IMTA)
SedangkanjenisretribusiyangdiaturdalamUndang-
UndangNomorl1Tahun2022 terdiridari:
RetribusiJasaUmum, meliputi:

(1) Pelayanankesehatan

(2) Pelayanankebersihan

(3) Pelayananparkir ditepijalanumum

(4) Pelayananpasar

(5) Pengendalianlalulintas

RetribusiJasaUsaha, meliputi:

(1) Pemakaiankekayaandaerah

(2) Pasargrosir/pertokoan

(3) Tempatpelelangan

(4) Tempatkhusus parkir

(5) Penginapan/villa

(6) Rumahpotonghewan

(7) Pelayanankepelabuhan

(8) Tempatrekreasidanolahraga

(9) Penyeberangandiair

(10) Penjualanproduksiusahadaerah
RetribusiPerizinanTertentu(3jenispelayananizin):
(1) PBG(Pesetujuanbangunangedung)

(2) PTKA(PenggunaanTenaga KerjaAsing).
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(3) PPR(Pengelolaanpertambanganrakyat.

3. TindaklanjutdariUndang-
UndangNomor28Tahun2009yaituditerbitkannya4Perda,terdi
ridarilPerdatentangPajakDaerahdan3PerdatentangRetribu
siDaerah.Sedangkantindaklanjutdariundang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 yakni dengan diterbitkannya 1Perda
yangmengatur keseluruhanpajakdaerahdanretribusidaerah.

4. Undang-
UndangNomor28Tahun2009hanyamengaturaspekpenerima
an saja sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022mengatur aspek penerimaansekaligus

pengeluaran/belanja.

5. Perbedaan lain yang terjadi diantara kedua Undang-
Undang
tersebutantaralainmengenaipengaturantentangkewenangan
perpajakandaerah, tarif pajak dan ketentuan yang
menyangkut ketentuan umumdantata cara
perpajakandaerah.
DenganadanyasistembaruyangdiaturdalamUndang-
UndangNomorl1Tahun2022inidiharapkanmampumeningkatkansektorpend
apatanmaupunbelanjasehinggaterjadiharmonisasitatakelolakeuanganDaer

ahyang
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BABIII
EVALUASIDANANALISISPERATURANPERUNDANG-

UNDANGANTERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan
terkait sangat diperlukan untuk melihat dasar hukum penyusunan
rancangan peraturan daerah dan materi muatan yang akan diaturnya
sehingga memenuhi asas taat azas. Dalam penyusunan Raperda PDRD
terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu dianalisis,
yaitu antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditegaskan, bahwa Negara Indonesia adalah
Negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa Negara Indonesia bukan
Negara yang berdasar atas kekuasaan (machstaat). Dengan demikian
dalam Negara hukum, pengembangan hukum berupa ilmu di bidang
perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan
perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya. Dikutip
dari tulisan A.M. Fatwa dalam Potret Konstitusi Pasca Amandemen

UUD 1945 (2009), penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara
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menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut
konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi.
Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya
merupakan dokumen hukum, tetapi juga mengandung aspek-aspek
lain, seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan
nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan
negara.
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 15 Tahun 2019 Junto UU Nomor 13 Tahun 2022.

Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi muatan Peraturan
Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih
tinggi.
. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara

Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi
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Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan
kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.
Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas
yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang
ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai
dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda
sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum. Ketentuan ini tercantum
pada Pasal 236 sebagai berikut:

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas
Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD
dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Bahwa di dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat Prinsip Umum

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah. Pernyataan ini

tertuang pada Pasal 279 sebagai berikut:

(1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah
untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.

(2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah
dan retribusi daerah;

b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk
Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-
undang; dan

d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan
insentif (fiskal).

(3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai
dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai
pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) diatur dengan undang - undang.

Selanjutnya Undang-undang ini juga mengatur sumber-sumber

penerimaan Daerah yang terdapat pada Pasal 285 Ayat (1) bahwa

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;

2. retribusi daerah;
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3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerabh;

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.Hal-hal yang berkenaan tentang Pendapatan
Daerah diatur pada Pasal 29 bahwa Pendapatan Daerah dirinci
menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan
rincian obyek Pendapatan Daerah. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah
yang diatur pada Pasal 30 terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya pada Pasal 31 Ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan
asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Pada Pasal 2 mengatur Jenis Pajak sebagai berikut :
(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

O

. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;
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f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

I. Pajak Sarang Burung Walet;

J.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau
disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerabh.

(5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi,
tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut
merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak
untuk daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 108 mengatur Obyek dan Golongan Retribusi sebagai

berikut:

(1) Objek Retribusi adalah: a. Jasa Umum; b. Jasa Usaha; dan c.
Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
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Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

(4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi

Perizinan Tertentu.

Pasal-Pasal yang mengatur Retribusi Jasa Umum terdapat pada:

Pasal 109

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau

diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 110

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a.

b.

Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan Sipil;

. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Retribusi Pelayanan Pasar;

. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
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k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan.

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak
dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan
nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-
cuma.

Sedangkan Pasal-Pasal yang mengatur Retribusi Jasa Usaha:

Pasal 126

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan
secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 127

a. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

c. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

d. Retribusi Tempat Pelelangan;

e. Retribusi Terminal;

f.  Retribusi Tempat Khusus Parkir;
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g. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,;
h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
I.  Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
j.  Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
k. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
|.  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Pasal 140
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
Pasal 141
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien,
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Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut
Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak,
pemberian  sumber-sumber  perpajakan Daerah  yang baru,
penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak
dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi
menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:
a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah
sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang
diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh
Daerah; dan
d. mempermudah  masyarakat dalam  memenuhi  kewajiban
perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan
adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-
pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek
Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana
dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah
juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara
level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB,
dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan

pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat
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meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib
Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD,
serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan
memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-
tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil.
Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi
sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat
fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di
Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah
yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan
realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran
Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu
bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah
Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan
Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi
disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan
belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar
Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi
yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan

dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi
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dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam
mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban
Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentatg Cipta Kerja dalam
rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang
kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang
lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan
kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah
dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong
perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan
tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara
nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda
mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem
investasi dan kemudahan dalam berusaha.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang PDRD Dalam
Rangka Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan
wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan
untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia
secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam
rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang

tersebut menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan:
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a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;

b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah; dan

d. peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.
Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan
penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyelarasan
kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional,
pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah
serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk itu, telah
dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai Pajak
dan Retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mampu
mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam
mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara
nasional serta dalam pengurusan Perda mengenai Pajak dan
Retribusi. Selain penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi
tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja
juga mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung
pelaksanaan penyederhanaan pertzinan berusaha di daerah melalui
dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang

mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat
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adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut.

Agar kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif
anggaran dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan
dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan

Berusaha dan Layanan Daerah.

PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat
melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah
ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.

(2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

(3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit mengatur:

a. proyek strategis nasional yang mendapat fasititas penyesuaian
tarif;
b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;

c. besaran penyesuaian tarif;
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d. mulai berlakunya penyesuaian tarif;
e. jangka waktu penyesuaian tarif; dan
f. daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

(5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak
dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi
yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai
Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.

EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA MENGENAI PAJAK DAN
RETRIBUSI

Pasal 8

Pelaksanaan evaluasi terhadap Pajak dan Retribusi terdiri atas:

a. evaluasi rancangan Perda mengenai pajak dan Retribusi; dan

b. evaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

PENGAWASAN PERDA MENGENAI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi danf atau
peraturan pelaksanaannya yang berpotensi :

a. bertentangan dengan kepentingan umum;
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bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi;
tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau

menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
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BABIV

LANDASANFILOSOFIS,SOSIOLOGIS,DANYURIDIS

Landasan Filosofis

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan
nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan
berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari Sila
Kelima Pancasila dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun
1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah memberikan
landasan pembangunan yang ideal dan rumusan konsep demokrasi
dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia.
Setiap tindakan penyelenggaraan negara dalam pembangunan
nasional harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara
dengan tujuan untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang

berbunyi “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

89



NASKAHAKADEMIKRANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATEN PATI
TENTANGPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional’.

UUD NRI 1945 telah mengatur kewenangan pemerintah daerah
dalam mengelola daerah. Dalam amandemen ke-2 UUD 1945 pasal
18 dan 18A menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Propinsi
maupun Kabupaten/Kota telah diberi kewenangan untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat. Untuk pengaturan urusan pemerintahan dalam melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara provinsi dan
kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan
undang-undang. Berdasarkan dari pemikiran di atas, pembangunan

suatu bangsa tidak bisa lepas dari pembangunan daerah yang
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merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan
pembangunan itu harus memberikan kesempatan dan ruang gerak
bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah
daerah (Pemda) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan
otonomi daerah yang telah diterapkan, hendaknya memberi peluang
bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih
mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan
dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan
sebagaimana Sila kelima dari Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi landasan
filosofis dalam pengelolaan keuangan negara hasil pembangunan
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 telah dinyatakan bahwa anggaran
pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Regulasi otonomi daerah merupakan
payung hukum bagi daerah untuk melaksanakan kewenangan yang
dilimpahkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Dengan konsideran menimbang di UU No.
23/2014, sebenarnya telah dengan jelas dinyatakan bahwa
penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
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pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah,
pemerintah daerah seharusnya mampu membangun sistem
pemerintahan yang responsif yang akan memastikan bahwa
pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberian layanan publik,
mengurangi kemiskinan dan memfasilitasi pembangunan di daerah
(Devas & Grant, 2003; Eckardt, 2008; Yamamoto, 2003). Kewenangan
pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pengakuan bahwa
pengambilan keputusan dipercayakan kepada daerah yang paling
mengetahui, memahami kebutuhan masyarakat dan permasalahan
serta dapat menyelesaikannya secara efektif (Muttalib & Khan, 2013).
Pada dasarnya pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Untuk mewujudkannya, daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,
prakarsa, dan pemberdayaan

Landasan Sosiologis

Pembiayaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber

penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan
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oleh daerah terutama sejak diberlakukannya implementasi otonomi
daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Adanya
otonomi daerah diharapkan dapat memacu daerah untuk dapat
berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung
pembiayaan pengeluarannya. Dari berbagai alternatif sumber
penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, maka dalam
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak
daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan
yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai
dengan kondisi dan potensi masingmasing daerah. Dalam sejarah
pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai
saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber
penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948
berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah telah
menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber
penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974, pajak daerah dan retribusi daerah dimasukkan menjadi
pendapatan asli daerah (1 Marihot P Siahaan. 2005. Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1-2.).
UU No. 34 Tahun 2000 , UU No. 18 Tahun 1997 , UU NO 28 Tahun
2009 merupakan regulasi yang mengatur tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Di dalam perjalanan ditetapkan Undang-Undang
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Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja . Undang-Undang tersebut

merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis

yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-

luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah

Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas

penghidupan yang layak. Undang-Undang tersebut menuangkan

tujuan tersebut melalui kebijakan:

a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;

b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah; dan

d. peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.
Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan
penciptaan kerja  tersebut  membutuhkan peningkatan
penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis
nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan
daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk itu,
telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai
Pajak dan Retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

untuk mampu mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah
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dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan

Retribusi secara nasional serta dalam pengurusan Perda

mengenai Pajak dan Retribusi.
Pada saat ini Pajak Daerah dan Retribusi diatur di dalam UU No 1
Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Daerah. Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan
sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang
efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan,
guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan
sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang
efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan
vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang
Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta
harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk
penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga

kesinambungan fiskal.
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C. Landasan Yuridis

Penyusunan Naskah Akademik yang dilampiri dengan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

didasarkan kepada landasan yuridis peraturan perundang-undangan

yang terkait meliputi:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2022
Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daera

5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

6) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.
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BABV

JANGKAUAN,ARAH,PENGATURAN,DANRUANGLINGKUPMATERIMU

ATANPERDAPAJAKDAERAH DANRETRIBUSI DAERAH

A. JangkauanArahPengaturan
BerdasarkanUndang-
UndangNomor28Tahun2009tentangPajakDaerahdanRetribusiDaera
h,saatiniKabupatenPatitelahmengundangkan
4 (empat) jenis Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-
UndangNomor 28 Tahun 2009 tersebut yaitu satu jenis perda yang
mengatur mengenaiPajak Daerah yakni Perda Kabupaten
PatiNomor 3 Tahun 2019 tentangPajak Daerah, dan tiga jenis Perda
yang mengatur mengenai Retribusi Daerahyakni Perda Kabupaten
Pati Nomor 1 Tahun 2020 perubahan atas PeraturanDaerah Nomor
20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 9Tahun
2018 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011
tentangRetribusi JasaUsaha,dan Perda Kabupaten Pati Nomor4
Tahun
2019perubahankeduaatasPeraturanDaerahNomor22Tahun2011tent
angRetribusiPerizinanTertentu.
DenganditetapkannyaUndang-

UndangNomorlTahun2022tentangHubungan  Keuangan antara
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Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
makaPeraturanDaerahyangmerupakanamanatdariUndang-
UndangNomor28Tahun 2009 harus diganti untuk menyesuaikan
Undang-Undang Nomor 1
Tahun2022tersebut.Halinisesuaiasasperundang-
undanganyangmenyatakanbahwa Undang-Undang yang berlaku
belakangan membatalkan Undang-Undangyangberlakuterdahulu (lex
posteriorderogatlex priori).

SesuaidenganketentuanUndang-
UndangNomorlTahun2022khususnya ketentuan Pasal 94, bahwa
untuk jenis Pajak dan Retribusi
ditetapkandalam1(satu)perdadanmenjadidasarpemungutanpajakdan
retribusidaerah.Adapunjenis-
jenispajakyangdipungutolehPemerintahKabupaten/Kota,berdasarkan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 terdiri atas : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2) ;Pungutan atas Perolehan Hak atas Tanah dan
atau Bangunan (BPHTB) ; Pajakdan Barang Jasa Tertentu (PBJT) ;
Pajak Reklame ; Pajak Air Tanah (PAT) ;Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan (MBLB) ; Pajak Sarang Burung
Walet,OpsenPajakKendaraanBermotor(PKB);danOpsenBeaBalikNa
maKendaraan  Bermotor  (BBNKB). Selanjutnyaberdasarkan

ketentuan Pasal 50Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa
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objekPajak Barang dan JasaTertentu (PBJT) merupakan, penjualan,
penyerahan, dan/atau konsumsi barangdan jasa tertentu yang
meliputi : Makanan dan/atau minuman ; Tenaga listrik ;Jasa
Perhotelan ; Jasa Parkir ; Jasa Kesenian dan Hiburan. Obyek-obyek
PajakBarangdanJasaTertentu(PBJT)tersebut,padasaatberlakunyaln
dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sudah dilakukan pemungutan
dan merupakanjenis pajak terdiri yaitu : Pajak Restoran, Pajak
Penerangan Jalan (PPJ), PajakHotel,Pajak Parkir,danPajak Hiburan.

Rekonstruksi Pajakdilakukanmelaluireklasifikasi
5(lima)jenisPajakyang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak,
yaitu Pajak Barang dan JasaTertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan
untuk (i) menyelaraskan Objek Pajakantara pajak pusat dan pajak
daerah sehingga menghindari adanya
duplikasipemungutanpajak;(iymenyederhanakanadministrasiperpaja
kansehinggamanfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan
dengan biaya pemungutan;
(imempermudahpemungutanPajakterintegrasiolehDaerah;dan(iv)m
empermudahmasyarakatdalammemenuhikewajibanperpajakannya,s
ekaligusmendukungkemudahanberusahadenganadanyasimplikasiad
ministrasi perpajakan. Selain intregasi pajak-pajak Daerah berbasis
konsumsi,PajakBarangdanJasatertentu(PBJT)mengaturperluasanOb
jekPajaksepertiatas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan

sarana dan prasarana olahraga(objekolahraga permainan).
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PemerintahjugamemberikankewenanganpemungutanOpsenP
ajakantara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu
Pajak KendaraanBermotor(PKB),Bea Balikk Nama Kendaraan
Bermotor(BBNKB),dan
PajakMineralBukanLogamdanBatuan(MBLB).OpsenatasPajakKenda
raanBermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB)
sejatinyamerupakanpengalihandaribagihasilpajakprovinsi.Haltersebu
tdapatmeningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban
Wajib Pajak,
karenapenerimaanperpajakanakandicatatsebagaiPendapatanAsliDa
erah,sertamemberikankepastianataspenerimaanpajakdanmemberika
nkeleluasanbelanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level
pemerintah dibandingkandengan skema bagi hasil. Sementara itu,
penambahan Opsen Pajak MBLBuntuk provinsi sebagai sumber
penerimaan baru diharapkan dapat memperkuatfungsi penerbitan
izin dan pengawasan kegiatan pertambahan di Daerah.Hal iniakan
mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas
karenaperencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih
baik. Opsen
PajakjugamendorongperanDaerahuntukmelakukanekstensifikasiperp
ajakanDaerahbaikitubagipemerintahprovinsimaupaunpemerintahank

abupaten/kota.
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Untuk jenis Retribusi sesuai ketentuan Undang-Undang

Nomor 1

Tahun2022adalahRetribusiJasaUmum;RetribusiJasaUsaha;danRetri

busiPerizinanTertentu.lnimasihsamadenganyangditetapkandalamUn

dang-

UndangNomor28Tahun2009,tetapirinciandarijenisretribusitersebutm

engalamiperubahanberdasarkanUndang-UndangNomor

1Tahun2022, yaitu:

1. RetribusiJasaUmum, meliputi:

a.

b.

e.

Pelayanankesehatan;
Pelayanankebersihan;
Pelayananparkir ditepijalanumum;
Pelayananpasar; dan

Pengendalianlalulintas.

2. RetribusiJasaUsaha, meliputi:

a.

Penyediaantempatkegiatanusahaberupapasargros
ir,pertokoan,dantempat kegiatan usaha lainnya;
Penyediaantempatpelelanganikan,ternak,hasilbum
i,danhasilhutantermasukfasilitas
lainnyadalamlingkungantempatpelelangan;
Penyediaantempatkhususparkirdiluarbadan jalan;
Penyediaantempatpenginapan/pesanggrahan/vila;

Pelayananrumahpemotonganhewanternak;
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f. Pelayananjasakepelabuhan;

g. Pelayanantempatrekreasi,pariwisata,danolahraga;

h. Pelayananpenyeberanganorangataubadandengan
menggunakankendaraandiair;

i. Penjualanhasilproduksiusaha PemerintahDaerah;dan

j. PemanfaatanasetDaerahyangtidakmengganggupenyelenggara
antugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau
optimalisasi
asetDaerahdengantidakmengubahstatuskepemilikansesuaiden
ganketentuanperaturanperundang-undangan.

. RetribusiPerizinanTertentu,meliputi:

a. Persetujuanbangunangedung;

b. Penggunaantenagakerjaasing;dan

c. Pengelolaanpertambanganrakyat.PenyederhanaanRetribusidil

akukanmelaluirasionalisasijumlahRetribusi. Retribusi

diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi JasaUmum,

Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih

lanjut,jumlah atas Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga

puluh dua) jenismenjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Rasionalisasi tersebut

memilikitujuanagarRetribusiyangakandipungutPemerintahDaeraha

dalahRetribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan

biaya pemungutanyang rendah. Selain itu, rasionalisasi

103



NASKAHAKADEMIKRANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATEN PATI
TENTANGPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

dimaksudkan untuk mengurangi bebanmasyarakat dalam
mengakses layanan dasar publik yang menjadi
kewajibanPemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan
implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dalam rangka mendorongkemudahan berusaha, iklim
investasi yang kondusif, daya saing Daerah,

danpenciptaanlapangankerjayanglebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020
tentangCiptaKerjadilakukanmelaluipemberinkewenangankepadaP
emerintahuntuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam
rangka pemberian insentiffiskal untuk mendorong perkembangan
investasi di daerah. Pemerintah dapatmenyesuaikan tarif Pajak
dan Retribusi dengan penetapan tarif yang
berlakusecaranasional,sertamelakukanpengawasandanevaluasite
rhadapPeraturanDaerahmengenaiPajakdanRetribusiyangmengha
mbatekosistem invenstasidankemudahan dalamberusaha.

Kebijakan Daerah menganai jenis retribusi yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak semuanya ditetapkan
dalam PeraturanDaerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ini, yaitu untuk RetribusiJasa Umum adalah Retribusi

Pengendalian Lalu Lintas; untuk Retribusi JasaUsaha adalah
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Pelayanan Jasa Kepelabuhan dan Pelayanan
Penyeberanganorangataubarangdenganmenggunaankendaraandi

air;untukRetribusi
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PerizinanTertentuadalahRetribusiPengelolaanPertambanganRaky
at.KeempatjenisretribusitersebuttidakditetapkandalamPeraturanD
aerahtentangPajakDaerahdanRetribusiDaerahtersebutkarenaPem
erintahKabupatenPatibelummemberikanpelayananmasyarakatdibi
dangtersebut atau dengan kata lain obyek retribusinya
belum/tidak ada.
Khususuntukpelayanankepelabuhanbukanmerupakankewenagan
pemerintahKabupaten,sehinggaPemerintahKabupatentidakmenet
apkan/mengaturretribusiini.
RuangLingkupMateriMuatanPeraturanDaerah
Peraturandaerahmerupakankaidahlanjutdaripengaturanyang
dituangkan dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah.
Disusunnyaperaturandaerahtentangpajakdaerahdanretribusidaera
hmerupakanamanatdariUndang-
UndangNomorlTahun2022tentangHubunganKeuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga
muatanmateri yang diatur dalam peraturan daerah sudah
diberikan batasan-batasandalamundang-undang,baikundang-
undangyang mengaturtentang pajakdaerah dan retribusi daerah
itu sendiri maupun oleh undang-undang
yangmengaturtentangtatacarapembentukanperaturanperundang-
undangan.Olehkarenaitumateriyangdiaturdalamperaturandaerahti

dakbolehbertentangandenganapayangdiaturdalamundang-
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undangmaupunperaturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan asas
perundang-undangan

yaitubahwaperaturanyanglebihrendahtidakbolehbertentangandeng
anperaturan yang lebih tinggi. Dengan kata lain terdapat

sinkronisasi vertikalperaturandaerah dengan undang-undang.

SesuaidenganUndang-
UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan
Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor

1Tahun2022tentangHubunganKeuanganPemerintahPusatdanPe
merintahanDaerah,rancanganperaturandaerahtentangpajakdaera
hdanretribusidaerah memuat:

1. Konsideran

Konsideranmeliputi konsideranmenimbangdankonsideran

mengingat.

a. KonsideranMenimbang
Konsideranmenimbangdalamsetiapperaturanperundang-
undangan pada pokoknya berkaitan dengan tiga landasan
pokok bagiberlakunyanorma-
normayangterkandungdalamperaturanperundang-
undangantersebut.demikianpuladalamperaturandaerahpa
daumumnyajugamemuattigalandasanpokok,yaitulandasan
filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis

(secaragarisbesar).Konsideranmenimbangdalamperatura
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ndaerahtentangpajakdaerahdanretribusidaerahyangmemu
attigalandasanpokoktersebut berkaitan dengan
disusunnya kembali perda-perda tentangpajak daerah
dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
1Tahun2022yaknidenganmenggabungkanmenjadisatuper
da.Namun demikian, dalam penyusunan rancanganperda
kali ini, yanglebih dominan dalam konsideran menimbang
adalah pada
landasanyuridis,karenaesensinyapenggantianperdalamad
enganperdabarusemata-
matauntukmenyesuaikandenganundang-
undangyangbaru.

KonsideranMengingat
Konsideranmengingatmemuatlandasanyuridisterhadappe
nyusunan peraturan daerah yang disusun secara hirarkhi
dari yangpaling tinggi kedudukannya sampai dengan yang
paling rendah
yangmenjadidasaratasyangberkaitandenganpembentukan
perdatersebut.penulisankonsideranmengingatdisusunsec
araberurutan,

disamping sesuai dengan tingkat/hirarkhi juga disesuaikan
denganwaktu penerbitan/pengundangan dari peraturan

pada tingkat masing-masing.
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2. KetentuanUmum
Dalam praktik di Indonesia, “definition clause” atau
‘interpretationclause’biasanyadisebutdenganketentuanumum.
Dengansebutandemikian,seharusnyaisiyangterkandungdidala
mnyatidakhanyaterbataskepadapengertian-
pengertianoperasionalistilah-
istilahyangdipakaisepertiyangbiasadipraktikkanselamaini.Dala
mistilah“Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal
lain yang
bersifatumumsepertipengantar,pembukaanatau“preambule”pe
raturanperundang-
undangan.Akantetapitelahmenjadikelazimamataukebiasaan
sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu
didahuluioleh “ketentuan umum” yang berisi pengertian atas
istilah-istilah yangdipakaidalamperaturanperundang-
undanganyangbersangkutan.Dengandemikian,fungsiketentua
numuminipersisseperti“difinitationclause” atau interpretation
caluse’yang dikenal di berbagainegaralain.
3. Materi yangDiatur
Materipokokyangdiaturditempatkanlangsungsetelahbabke
tentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi
pokokyang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan

umum.
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Pembagianmateripokokkedalamkelompokyanglebihkecildilaku

kanmenurutkriteriayangdijadikan dasar pembagian.
Materipokokyangdiaturdalamperaturandaerahtentangpaja

kdaerahyaitu:

a. Jenispajakdanretribusi

b.  Namaobjek,subjek,wajibpajakdanretribusi

c. Dasarpengenaan, tarif pajakdanretribusi

d.  Wilayahpemungutanpajak

e. Tingkatpenggunaanjasaretribusi

f.Masadansaatpajakterutang

g. Tatacarapemungutan pajakdanretribusi

h.  Tatacarapembayaran

i. Tatacarapenagihan

j. Keberatandanbanding

k.  Pembetulan,pembatalan,penguranganketetapan,danpen

ghapusanataupengurangan sanksiadministratif

l. Pengembaliankelebihanpembayaran

m. Kedaluwarsapenagihan

n. Pembukuandanpemeriksaan

o. Insentifpemungutan

p. Ketentuankhusus

g. Penyidikandanketentuanpidana

Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan
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pengendalianKebijakanDaerahyangspesifikterkaitdengantarifp

ajakyangdiaturdalam peraturandaerahini antaralain:

a. PajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan(PBB P2)

1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan untuk

perhitunganPBBP2ditetapkanpalingrendah20%(duapulu
hpersen)danpalingtinggi1l00%(seratuspersen)dariNilaiJu
alObjekPajak(NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek
Pajak yang tidak kenapajak(NJOPTKP).
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Pati rata-
rata sudahlama tidak berubah sehingga Nilai Jual Objek
Pajak
(NJOP)masihrendah.RencanakenaikanNilaiJualObjekPaj
ak(NJOP)padaTahun 2023 dengan mendekati harga
pasar pasti akan berpengaruhuntuk kenaikan yang
cukup signifikan dengan ketetapan PBB P2
dimasyarakat. Untuk mengurangi gejolak di masyarakat
rencana akanmenggunakan stimulus sehingga beban
masyarakat tidak perlu naiksignifikan, dan stimulus ini
secara bertahap akan berkurang
setiaptahunnya.DenganUndang-
UndangHubunganKeuanganantaraPemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah, merubah penetapanNilai Jual

Objek Pajak (NJOP)yang digunakan untuk
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perhitunganyaitupenetapannya20%(duapuluhpersen)s.d
100%(seratuspersen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
setelah dikurangi
NilaiJualObjekPajakyangtidakkenapajak(NJOPTKP),sehi
nggadalam Perda ini masih sama dengan Undang-
Undang yaitu tetapmenggunakan range 20% (dua puluh
persen) s.d 100%
(seratuspersen)danlebihdetailpenetapannyanantidalamP
erbupsehinggakedepannya tidak
perluselalumerubahPerda.

2) TarifPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan(P
BBP2)
Dalam raperda tindaklanjut Undang-Undang Hubungan
KeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahanDaer
ahini,kamimenggunakan tarif ganda bukan satu tarif
seperti Perda 3
Tahun2019.Halinidikarenakanselainpenyesuaiandengan
Undang-
UndangHubunganKeuanganantaraPemerintahPusatdan
PemerintahanDaerahdimanadibedakanuntuktarifPBBunt
ukobyek pajak berupa lahan peroduksi pangan dan
ternak denganobyekpajaklainnya,jugamasing-

masingkamibedakantarifnyadengan pertimbangan Asas
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Keadilan. Undang-Undang
HubunganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerin
tahanDaerahmemberikan potensi kenaikan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dariPBB P2 dimana ada perubahan
tarif PBB P2 dari maksimal
0,3%(nolkomatigapersen)menjadiO,5%(nolkomalimapers
en),namundemikianmenimbangkondisiperekonomianma
syarakat,sehingga BPKPAD selaku pengelola pajak
belum mengambil
tarifmaksimal,danuntukkeadilansertatetapbisameningkat
kanpotensiPBB P2 menggunakan tarifganda:

(@) Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)s.d. Rp.
500.000.000,-dikenakan tarif seperti perda lama
0,15% (nol koma lima belaspersen) sedangkan
untuk NJOP lebih dari Rp. 500.000.000,-
dinaikkantarifnya menjadio,2%(nolkoma duapersen);

(b) Untuk obyek pajak berupa lahan produksi pangan
dan ternakdengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
s.d. Rp. 500.000.000,-ditetapkan tarif 0,10% (nol
koma sepuluh persen) sedangkanlebih dari Rp.
500.000.000,- ditetapkan 0,15% (nol koma
limabelaspersen).

b. PajakBarang danJasaTertentu (PBJT)
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1) Pengecualian Obyek PBJT atas penjualan makanan dan
minumandiberikan kebijakan yaitu dengan peredaran
usaha tidak melebihiRp.2.500.000,-
perbulan(menurundariPerda3Tahun2019)karenauntukpe
rluasanobyekpajaksehinggaW ajibPajakbisasemakin
banyak dan bisa meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah(PAD) sertadiharapkandapatmemenuhirasa
keadilan.

2) TarifPBJTsesuaidenganmaksimaldalamUndang-
UndangHubunganKeunganantaraPemerintahPusatdanP
emerintahDaerahyaitu10%(sepuluhpersen)dansamaden
ganPerda3Tahun2019,denganpengecualiankhusus
untuk:

(@) BJT atas penjualan makanan dan minuman yang
disediakanolehrestoran dengan ketentuan:
> Yangtelahmenggunakanalatperekamanonline(Tapp
ingBox)sebesar7,5%(tujuhkomalimapersen)denga
nmaksud sebagai bentuk penghargaan kepada
Wajib Pajakdan menstimulus Wajib Pajak lain
untuk mau menggunakanalat perekaman online
> Tidakpermanendan/atauNilaiPenjualanRp.2.500.0
00,-

s.d. Rp. 7.500.000,- per bulan sebesar7,5%(tujuh
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komalima persen) dimaksud untuk asas keadilan
dan
dukunganterhadapUMKMdengantetapadasumban
gsihuntukpembangunanKabupaten Pati.

(b) PBJTatastenagalistriksesuaiUndang-
UndangHubunganKeuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerahyaitu industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam 3%(tiga
persen) sedangkan untuk tenaga listrik yang
dihasilkansendiril,5%(satu koma lima persen).

3) PBJT atasjasakeseniandanhiburan:

(@) Pegelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima
persen) untukmendukungbudayatradisonal

(b) Diskotek, karaoke kelab malam, bar dan mandi uap/
spa
sebesar40%(empatpuluhpersen)dikarenakanuntukpen
gendalianakan tetapi tetap agar Wajib Pajak patuh
terhadap pembayaranpajak sehingga mengambil
batas terendah dari Undang-
UndangHubunganKeuanganantaraPemerintahPusatd
anPemerintahanDaerah.

c. OpsenPajakKendaraanBermotor(PKB)danBeaBalikNamaK

endaraanBermotor(BBNKB)untuktarifmengambilyangterbes
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ar,sambilmenungguhasildariKebijakanPemerintahPropinsi(y
angdiaturdalamPerdaPropinsi)dankebijakanyangdiaturdala
mPeraturanPemerintahsebagaiPeraturanPelaksanaanUnda
ng-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan  antaraPemerintahPusat  danPemerintahan
Daerah.

d. Untuk penyesuaian tarif retrbusi dilakukan dengan
mempertimbangkanberbagaifaktordiantaranyajenislayanan
yangdiberikankepadamasyarakat,perkembanganindekshar
ga,dayabelimasyarakat/kemampuanmembayarsertakelayak
ankenaikantarifretribusi karena seharusnya peninjauan tarif
retribusi dilakukan palinglama3(tiga)tahun sekali.

4. KetentuanPeralihan
Ketentuanperalihandiperlukanapabilamaterihukumdala
mperaturan perundang-undangan sudah pernah diatur.
Ketentuan peralihanmemuat pemikiran tentang penyelesaian
masalah/keadaan atau
peristiwvayangsudahadapadasaatmulaiberlakunyaperaturanpe
rundang-undanganyangbaru. Ketentuan peralihanmemuat:
a. Ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-
undangan baruterhadap keadaan yang terdapat pada
waktu peraturan daerah itumulaiberlaku.

b. Ketentuan tertentu berkaitan dengan pelaksanaan
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peraturan
daerahsebelumnyapadasaatperaturandaerahiniberlaku,kh
ususnyamengenaiproses pemungutan pajakdanretribusi.
KetentuanperalihandalamPerdaPajakDaerahdanRetrib
usiDaerah ini menyesuaikan apa yang diatur dalam Undang-
Undang NomorlTahun2022 yaitubahwapada

saatPeraturanDaerah inimulaiberlaku :
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a. terhadap hal dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi
yangbelumdiselesaikansebelumPeraturanDaerahiniditetap
kan,penyelesaiannyadilakukanberdasarkanperaturanperu
ndang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang
ditetapkan sebelumberlakunya Peraturan Daerah ini;

b. ketentuan mengenai Retribusi Jasa Umum dalam
Peraturan Daerahinimulaiberlaku Tahun2024
kecualiRetribusiPelayanaKebersihan.

c. ketentuan mengenai Retribusi Jasa Usaha dalam
Peraturan Daerahinimulaiberlaku Tahun 2024

d. ketentuan mengenai Pajak Daerah dalam Peraturan
Daerah mulaiberlaku Tahun 2024 Kecuali Opsen PKB dan
Opsen BBNKB mulaiberlakuTahun2024dan
PBJTTenagalListrikmulaiberlakusaatdiundangkan.

5. KetentuanPenutup
Ketentuanpenutupberbedadengankalimatpenutup.Dala
mundang-
undangyangbiasanyadirumuskansebagaiketentuanpenutupad
alahketentuanyangberkenaandenganpernyataanmulaiberlaku
nyaundang-
undangataumulaipelaksanaansuatuketentuanundang-undang.

Ketentuanpenutupdalamrancanganperaturandaerahten
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tangpajakdaerah danretribusidaerah

memuatketentuanmengenai:

a. Tindaklanjutdaripenetapanperaturandaerahkh

ususnyamengenaipenyusunanperaturan
pelaksanaannya.
Statusperaturanperundang-
undanganyangsudahadasebelumnya.
Saatmulaiberlakunyaperaturanperundang-

undangantersebut.

6. Penutup

Penutupmerupakanbagianakhirperaturanperundang-

undangan.Didalam kalimat penutuptermuathal-

halsebagaiberikut:

a.

Rumusanperintahpengundangandanpenempatanperatura
ndaerahdalam lembaran daerah atau berita daerah.
Penandatanganpengesahanataupenetapanperaturandaer
aholehbupatiatau pejabatyang dilantik.
Pengundanganperaturan

daerahtersebutdenganpemberiannomor.
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Rumusan perintah pengundangan yang bersifat
standar PeraturanDaerah Kabupaten Pati tentang Pajak
Daerah dimuat dalam Pasal...yaitu “Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
DaerahKabupatenPati”.

Sedangkanpenandatangananpengesahan
ataupenetapanmemuat:

a. Tempatdantanggalpengesahanataupenetapan;
b. Namajabatan;

c. Tandatangan pejabat; dan

d. Namalengkappejabatyangmenandatangani,ta

npagelardanpangkat.

. Penjelasan
Penjelasan peraturan perundang-undangan
merupakan kebiasaannegara-

negarayangmenganutcivillawgayaEropaKoninental.Penjelasa
n(explanation)berfungsisebagaipemberiketeranganmengenaik
ata-katatertentu,frasaataubeberapaaspekataukonsepyang

terdapat dalam suatu ketentuan pasal atau ayatyang dinilai
belumterangataubelumjelasatauyangkarenaitudikhawatirkanol

ehperumusnya akan dapat menimbulkan salah penafsiran di
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kemudian hari.Jikadiuraikan,penjelasan(explanation) adalah

untuk:

a. Menjelaskanpengertiandanmaksuddarisuatuketentuan(toex
plainthemeaning and intentionofthe main provision);

b. Apabilaterdapatketidakjelasan(obscurity)ataukekaburan(va
gueness)dalamsuatuundang-
undang,makapenjelasandimaksudkanuntukmemperjelas.Se
hinggaketentuandimaksudkonsisten dengan tujuan yang
hendak dicapai oleh pengaturan yangbersangkutan (to
classifity the same so as tomake it consistent
withthedominantobjectwhich itseeksto suserve);

c. Menyediakanuraiantambahanpendukungterhadaptujuanuta
maperaturanperundang-
undanganagarkeberadaannyasemakinbermaknadanbergun
a(toprovideanadditionalsupporttothedominant object in thr
main statute in order to make it meaningfull andpurposeful};

d. apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud
penjelasanuntuk menekankan kesalahan dan
mengedepankan objek peraturanperundang-undangan,
penjelasan dapat membantu pengadilan
dalammenafsirkan“the true purport and object of the
enactment”; dan (itcannot take away statutory right with

which any person under a statutehas been clothed or see
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at nought the working of an act by becoming ahindrance in
the interpretation of the same). (Jimly Asshiddigie, 2010
:133-134)

Padapokoknya,penjelasansuatuperaturanperundan
g-
undanganberfungsisebagaitafsiranresmisebagaipembentuk
peraturan perundang-undangan itu atas norma-norma
hukum
tertentuyangdiberipenjelasan.Penjelasanhanyamemuaturai
anatauelaborasi lebih lanjut norma yang diatur dalam
batang tubuh peraturanyang dijelaskan. Dengan demikian,
penjelasan yang diberikan tidakbolehmenyebabkan
timbulnya ketidakjelasan.

Penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum
baru
ataupunyangberisiketentuanlebihlanjutdariapayangsudahdi
aturdalam batang tubuh.Apalagi jika penjelasan itu memuat
ketentuan-
ketentuanbaruyangbersifatterselubungyangbermaksudmen
gubahataumengurangisubstansinormayangterdapatdalamb
atangtubuh.Untukmenghindarihaltersebut,makapembahasa
nrancanganpenjelasanharusdilakukansecaraintergraldenga

nkeseluruhannaskahrancanganperaturanperundang-
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undanganyangbersangkutan.
PenjelasanperaturandaerahKabupatenPatitentang
PajakDaerahdanRetribusiDaerahberisipenjelasanumumdan

penjelasanpasaldemipasal.
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BAB

VIPENUT

UP

A. Simpulan
Berdasarkanpengkajianterhadapberbagai
aspekbaikteoritis,praktisempiris,analisisperaturanperundang-
undanganterkaitdenganpajakdaerahdanretribusidaerah,sertakajianaspekfilosofis,
sosiologismaupunyuridis,makadapatdiambilbeberapa simpulan sebagaiberikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antaraPemerintahPusatdanPemerintahanDaerahmengamanatkanuntukmenyusunPer
aturanDaerahtentangPajakDaerahdanRetribusi  Daerah,oleh karena itu maka
Peraturan Daerah tentang Pajak Derah dan
RetribusiDaerahyangadasebelumnyadicabutdandinyatakantidakberlaku,dandiganti
denganPerdayang baru menyesuaikanUndang-Undang
NomorlTahun2022tentangHubunganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerinta

hanDaerah.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan mengenai Pajak
Daerah danReribusi Daerah di Kabupaten Pati dituangkan dalam 4 (empat)
Perda,yaitul(satu)PerdamengaturtentangPajakDaerahdan3(tiga)Perdamengat
ur tentang Retribusi Daerah vyaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi
JasaUsahadanRetribusiPerizinanTertentu.DenganditerbitkannyaUndang-
UndangNomorlTahun2022tentangHubunganKeuanganPemerintahPusatdanP
emerintahanDaerahdituangkandalaml(satu)Perdayangmemuat  pengaturan
tentang seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi DaerahdiKabupaten Pati.

2. PeraturanDaerahsebagaisalahsatubentukkebijakanpublikagardapatditerimadenganbai

kolehmasyarakatjikamemilikilandasanfilosofis,
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sosiologis,maupunyuridis,demikianpuladenganPeraturanDaerahdanRetribusiD
aerah.

Landasan filosofis yang utama dalam penyusunan Perda tentang
PajakDaerahdanRetribusiDaerahadalahpencerminanaspekkeadilandankepasti
anhukum,sertaasas-
asasyangmerujukpadarechtideayangtercantumdalamPembukaanUndang-
UndangDasarRepublikindonesiaTahun1945.

Landasan sosiologis ini banyak berkaitan dengan
kondisimasyarakat,terutama terkait dengan kemampuan daya Dbel
masyarakat, yang
diakomodirdalampenyusunanPerdatentangPajakDaerahdanRetribusiDaerahkh
ususnya dalam penetapan tarif pajak. Sedangkan landasan vyuridis
yangutamaadalahUndang-
UndangNomorlTahun2022tentangHubunganKeuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah dan peraturanperundang-
undanganlainnyayangterkaitdengankewenangandalampenyusunanPeraturan
Daerah.

. Muatan materi yang terkandung dalam Perda Pajak Daerah dan
RetribusiDaerahsesuaiamanatUndang-UndangNomor1Tahun2022,memuatseluruh

pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah baik yang menyangkuthukum pajak
materil maupun formil, yang meliputi : Ketentuan Umum, Jenis-Jenis Pajak Daerah,
dan Retribusi Daerah, Objek Pajak, Subjek Pajak, WajibPajak, Dasar pengenaan dan
perhitungan pajak dan retribusi, masa pajak
danwilayahpemungutan,sertamekanisme/prosespemungutanpajak,penyidikian, sanksi

baik administratif maupun pidana, ketentuan peralihan danketentuanpenutup.

125



NASKAHAKADEMIKRANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATEN PATI
TENTANGPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

Saran
Berdasarkanhasilkajianyangdilakukan,adaberbagaihalyangdapatdirekom

endasikanantara lain :

1. MengingatruanglingkupmaterimuatanPerdasangatluasyangmemuatseluruh jenis pajak
dan retribusi, maka pengaturan dalam Peraturan Daerahmemuat hal-hal yang bersifat
pokok saja, sedangkan ketentuan yang bersifatteknisdiamanatkan diaturdalam
Peraturan Bupati.

2. Dalam mengkonstruksi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi
DaerahperludisusunsecarasistematisdansubstansiPerdaperludilakukansinkronisasi
dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara
vertikalmaupanhorizontal,sehinggadapatmeminimalisirkonflikantarperaturanperundang

-undangan.
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